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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penologi
(Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)” adalah penelitian hukum normatif
Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah
yaitu bagaimana tinjauan yuridis ratio decidendi putusan hakim nomor
221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda dan tinjauan penologi terhadap putusan hakim nomor
221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum
ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan pendekatan
case approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi yang
selanjutnya disusun secara sistematis sehin< 'a menjadi data yang konkrit mengenai
tindak pidana dalam perspektif penolog? “itnya tersebut diolah dan dianalisis
menggunakan teori penoloni relatif,

Berdasarkan pembi  ar A petienuan uias. 1 Simpulan  sebagai
berikut: Pertama, Tinjaue  u s ratio decidendi 1, atio decidendi hakim
terhadap pelaku tindak  duna rerbankan pada 'san  hakim nomor
221/Pid.Sus/2021/Pn.S" 1 1 diter ol 1 ser ¢ dengarn atuan pemidanaan
yang berlaku di daler  'r ~ 3-Un ng o, Ta 1n 19 2w * Perbankan Jo.
Undang-Undang N Yooaun 29¢ A un o sini n  aarusnya lebih
proporsional di dalam atuhka pi 0, kac <aitki el yjan UU PP TPPU
dapat patut diduga pe. n . _ leukar terd a2 memenuhi unsur
sebagaimana tersebut dalem ' 3 Pasal 4 dan Pas® ) PPTPPU, lalu terkait
tindak pidana korupsi k = weruakwa tidak ar’ e an pegawai negeri
sehingga bukan suap da ar rla mor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tinuak riaana Korur _dua, Jika uikaitkan dengan teori
relatif maka pemidanaan terhadap . .2 memiliki tujuan jelas yakni

Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan
kejahatan dencan cara, perbaiken ndividu, pelaku kejabaten. ;Se¢angkan dalam
analisis hukum pidené Is'am tindakan werdavwa merupaken tirdal nidana dalam
perbankan. Terdakwa: dalam hukum nidana jislam cikenai-sanksi ta’zir yaitu
hukuman yang tidak “ditentukar: secara jelas' dalam 4l Qur’an maupun hadis
mengenai perbuatan terdakwa. Penerapan hukum yang diterima oleh terdakwa
diserahkan semua pada Ulil amri yang prinsipnya menegakkan keadilan bagi
kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Hakim
dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mempertimbangan fakta dan bukti
yang ada secara proporsional. Kedua, Guna meminimalisir peluang terjadinya
kriminalitas dalam pengajuan kredit yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang
harus dilakukan oleh nasabah perbankan agar kredit yang diajukan bisa disetujui
dan cair sesuai POJK N0.42/POJK.03/2017 yang merupakan persyaratan pengajuan
kredit dimana debitur harus datang ke Bank dan mengajukan kredit secara tertulis.

vi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi mereka yang hidup dan berdiam di negara maju, seperti negara
eropa, Amerika dan Kanada mengetahui dan mendengar kosakata
perbankan tak asing lagi bagi mereka. Mitra dalam memenuhi kebutuhan

merupakan menjadi faktor primer = -bankan. Tempat melakukan berbagai

transaksi yang tentin herh N dennan keuangan seperti, tempat
mengamankan uar  a 4h payah mereka n, kukan menempatkan
dana berupa mod  engan 'n>nghara’ akan . th dan berkembang
menjadi ber!" . Jama <an . 'nc dar 2Jelua ko an, dapat juga
melakukan pem. ndar jer ¢ 1 tent wyal

Di samping ‘tu ahimpun dana d© n arakat dalam bentuk
simpanan dan me J i 5 ikat dalam bentukan

kredit dan atau lain bentuknya der. ... .ujuan menaikkan kemakmuran hidup
rakyat.Z Di Ihdenesia terdapaidua tenwk Baris vakii bank konvensional
dan benk syarah. Bank konvensicnal kegiatan' usahatiya secara
konvensional dengan kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dengan mana memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran sektor perbankan memegang peran penting

1 1chsan Nurul, Pengantar Perbankan (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 10.
2 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 7.
1



dalam perekonomian di Indonesia. Cerminan dominasi aset yang besar

dalam sistem keuangan Indonesia dapat dikategorikan bank based country.?

Lain halnya di Indonesia sebagai negara berkembang, masyarakat luas
mendapat informasi pemahaman arti perbankan hanya sepintas arti tempat
menempatkan dana hasil jerih payahnya. Masyarakat sebagian
memahaminya untuk menyimpan jerih payah uang belaka dan bukan
sebagai tempat menanam mod?’ diambil di kemudian hari seperti
deposito misalnye K2 Lar ga memahami bank
sebagai tempat me  n .1 saja merupakan « hv/a masyarakat minim
pemahaman ter' ««  derbar an. \kar ac ini teniw *angat dimengerti
karena pemu o ntasi wa ) 1 <splo asi e ¢ (Kkait perbankan
tentunya minim.

Sayangnya, Aac dari_baowalcn)ys = ang dapat dirasakan
masyarakat luas tentunya tak “i~° dari peluang adanya kejahatan
dalam perbankan. Dengan banyaknya tindak pidana dibidang perbankan
menjadi taniarigan di kalangan profesi penegak hukum, ka:en'a Pelakunya
dari kaiangan tertentu atau biasa disebut white collar crime yang mana
orang-orang tersebut menduduki jabatan tertentu dan strategis untuk
berpeluang menciptakan kejahatan, akan hal itu menimbulkan kegusaran
bagi masyarakat. Beratnya ancaman pidana yang diancamkan tetapi akan

hal itu tidak menyurutkan para Pelaku dalam kejahatan perbankan, bahkan

3 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama,
2012), 6.



setiap tahun selalu ada kasus baru menjadi objek yang ditangani oleh majelis
hakim pidana. Sementara itu usaha perbankan merupakan usaha jasa yang
mengedepankan kepercayaan dari masyarakat, sehingga keinginan akan
keamanan simpanan yang diharapkan.*

Membahas seputar kejahatan dalam tindak pidana perbankan adalah
hal menarik tetapi apakah itu sesungguhnya tindak pidana perbankan atau

biasa disebut Tipibank, dalam beF apa literatur menyebutkan Meskipun

makna dan ruang lin~'<~nva Jaln harhada ladua jsti|ah tersebut sering
digunakan secara | ai - Salah satunye ~~~'ar,  ejahatan perbankan"
danyang lainnyaa  h"kejata “nperb -kan". . “ertama menyatakan
bahwa kejark i.  laku' nse n nyc Jleh K >ersonel bank,
sedangkan yang ~tam| kr a1 3k 1ne 1l dal il luas, karena dapat
mencakup kejahat: >y ‘“lakukan olehor- o di dalam dan di luar

bank atau keduany

Perkembangan kegiatan tiawisansi di bidang perbankan, besarnya
jumlah ‘dane miasyara'al yang. dernasi'. dihimpua dan ‘disalurkan serta
kemajuan dalam pengcunaan teknologi' yang <emakin cangih,. membuat
semakin besar peluang terjadinya penyimpangan di bidang perbankan, baik
yang bersifat administratif, perdata maupun pidana juga semakin terbuka
lebar. Dalam hubungan ini, upaya perlindungan atas kemanan dana

masyarakat perlu ditingkatkan. Perlindungan terhadap dana masyarakat

4 Toetik Rahayuningsih, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Rechtidee 8, no. 2 (August 5, 2015): 154-175.
5 HAK Moch Anwar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Bandung: Alumni, 1996), 21.



yang disimpan pada bank dapat ditempuh melalui berbagi upaya, antar lain
dengan memberikan pedoman kepada bank-bank untuk melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential regulation).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, tindak pidana di bidang
perbankan cenderung semakin meningkat sehingga merupakan ancaman
bagi sistem perbankan itu sendiri dan berpengaruh terhadap perkembangan

perekonomian nasional. Bank seri© dijadikan sebagai obyek atau sarana

untuk memperkay~ ~i* ~ope clutaran dan otan kelompoknya secara
melawan hukum. le sana tersebut do~~* a0, <ukan oleh pengurus
bank, pegawai ba  oemilik p. megan- saham nasabah bank dan
pihak lain b il.  <ans diri a un kerje  Mc 'an group atau
pihak lain.

Dari banyak ‘a * menarik, salah n  asus yang dilakukan
oleh ASM terdak P Lk Indonesia semenjak

pengangkatan Karyawan tangga: v. Jktober 2012 hingga Pengakhiran
kerja sedaga: schagai Ceryewan Bank Ranamon Calarg Sidoarjo sampai
tanggal 24 Des>mber 2017 atau iepatnyé caat terc'akwa raulai menerima dan
memproses Permohonan kredit dari Debitur DTA pada sekiranya tanggal 7
November 2017 bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Sidoarjo.
Bermula sejak terdakwa ASM pada tahun 2013 sampai dengan
November 2017 menjabat sebagai Bussines Relationship Officer/ Marketing
di Bank Danamon Cabang Sidoarjo yang memiliki job desk Mencari

Nasabah Kredit dengan cara mendapat referensi, walk in, dan melalui



telephone, Menyiapkan data Nasabah dan Analisis Profil Nasabah terkait
dengan proses kredit agar berjalan sesuai dengan ketentuan dengan
indikator kualitas data calon nasabah, Mengelola account Nasabah kredit
dan memastikan kualitas kredit sesuai ketentuan standar yang telah
ditetapkan, Memberikan pelayanan kepada Nasabah sesuai standar servis
yang berlaku, Menerima dan menindaklanjuti pengaduan nasabah sesuai

ketentuan yang berlaku.

Bahwa menu~ '+ !“~torar dlent © notalab manaljti dokumen laporan
keuangan proform  a aa debitur DTA #*~ng_ | 7 November 2017,
saksi membaca adi  )erapar )< oos ke ngan p. na yang tidak logika
menurut per . cama sake E nwe menu  sc aformasi yang

disajikan Terdax SMd fal v lc ume BIR  si.Informasi Report)
tersebut tidak ben - k adanya poin 3~ a  angan yang berbeda
dibandingkan den and . usaha calon debitur.
Kemudian pencatatan permohoria: ~iedit dalam BIR (Basic Informasi
Report) telen  disimpuyllan sandiry, aengan  fidek didukun¢ dokumen
sebenariya.

Berulangnya kasus pidana di industri perbankan merupakan bukti
lemahnya fungsi Bank Indonesia (BI) dan pengawasan internal perbankan.®
Dimensi bentuk kejahatan bank dapat mencakup kejahatan person-to-

person, kejahatan bank-to-bank, atau kejahatan bank-to-person/person.

6 Toetik Rahayuningsih, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Rechtidee 8, no. 2 (August 5, 2015): 5.



Dimensi spasial, kejahatan perbankan tidak terbatas pada batas wilayah
suatu negara, tetapi meliputi batas negara. Pola kejahatan perbankan
seringkali cepat dan terselubung, dan pelakunya ahli di bidangnya.

Dalam Hukum Islam atau yang biasa disebut figh memiliki cara
tersendiri dan berbeda ketika menyikapi suatu peristiwa hukum pidana
seperti penjualan daging glonggongan. Ketika topik yang dikaji lebih fokus
kepada hukum pidana, dalam Hu' ™~ Islam pun mempunyai sub bagian
yang salah satuny~ o~ me @S fontan~ huleem pidana atau sering
disebut Hukum Pi 1 atau jinayah

Delik tentanc ~ Jak pid-n. perbar 1nterse 1ak ada dalam Nash,

oleh sebab it le. dana iiten 31s Jar 1ahte ., ukuman ta’zir
merupakan kew. anul A 1 x ang J jak , dtau penguasa dan
juga harus didasarl . 'a kemaslahatan©  y. atluas.

Berdasarke e ak iti tergugah mengkaji

lebih lanjut mengenai tinjauan yuiwuis ratio decidendi putusan hakim dan
tinjauar penclog! certecfir jauarrhukum pidana islara terhacgad pelaku tindak
pidana perbankan tersebut yane berjucul “Tindak Pidana Perbankan

Dalam Perspektif Penologi (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda)”

. ldentifikasi Masalah
Mengacu pada penjelasan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi

menjadi beberapa pokok permasalahan yang timbul sebagai berikut :



a. Di Indonesia masih banyak kasus tidak dilakukannya pencatatan
dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi
atau rekening suatu bank.

b. Tindak pidana meminta atau menerima suatu imbalan.

c. Kurangnya sosialisasi ketentuan pidana bagi pegawai bank.

d. Dugaan ketidakcermatan Hakim dalam memberikan sanksi pidana.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan f m lan bertujuan agar
permasalahan ini jingan baik, maka , 'i's membatasi penulisan
karya ilmiah de* j¢  tasan
1. Ratic ‘ley. Jputt an’¢ ir nomr r221 . _021/Pn.Sda.

2. Tinjauan p. Yid......<.nidara Islin hadap putusan hakim

nomor 221 ' S1s/2021/Pn Sda,

D. Rumusan Masalah
Dzngan tijuan penulisan.ini ticak melebar, make prnu!js merumuskan
beberapa masa'ah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan yuridis ratio decidendi putusan hakim nomor
221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda?
2. Bagaimana tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap putusan

hakim nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda?



E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui
penelitian yang sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh peneliti. Tujuan
penelitian berkaitan dengan jenis kebenaran yang dipermasalahkan dalam

rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis ratio

decidendi putusan hakim 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
2. Untuk mer L Ne idanaan berdasarkan
teori relatif I wm pidana Islam te. 1 putusan hakim nomor

221/Pid u 21/Pn  da

F. Kegunaan Ha. relitial
Dengan terda, > studi ini peni’ \gharap agar dapat
membagikan bebe Ser il

1. Secara Teoritis

Buat d'gunckannya’sesuate: pegangen serta kernan ‘aatan (lengan cara
eksklusit untuk ' pengambangar ilmi serte ‘guna ‘menata - penulisan
selanjutnya terhadap putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda tentang
tindak pidana perbankan.

2. Secara Praktis
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku

dan literatur mengenai kejahatan perbankan dan penologi. Ini digunakan



untuk menghimpun bahan hukum yang relevan dengan subjek ataupun

permasalahan yang diteliti.

. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka menggunakan penjelasan singkat dari penelitian
sebelumnya dan penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang

dipelajari. Ini memberikan kejelasan bahwa penelitian yang dilakukan

bukanlah pengulangan dari per vang sudah selesai. Penulis yang
menyelesaikan pe Al . )erapa studi tentang
sanksi perbankan )l untutan pidana. F ‘A mereka antara lain

sebagai berikut

Skripsi  ye a. llis Re 1t Su thalic N daon  berjudul
“Pertanggungjawa. Yda... . .t.acep Poaberi o ‘asilitas Pembiayaan
Modal Kerja Fiktit '~h Bank Mennenaij ™ WU kumen Dan Jaminan
(Studi Di Bank Muamalat Indonesia 1g Kota Medan)”

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bank selaku
kreditur serta perninjarn “seia<u ‘dzbitur tntuk .T;e.nyec.iak:n Lembiayaan
modal kegiatari virtual, ialah sistim peitanggungjawaban kejahatan dalam
hukum perbankan dilandasi pada dasar yang salah. Hal ini terlihat dari
kesalahan penyajian bentuk “kesengajaan”. Dalam hal ini “kelalaian”
sebagai bentuk kesalahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kejahatan

bidang ekonomi merupakan salah satunya di bidang perbankan. Tindak



pidana dalam industri perbankan dilakukan dengan sarama dan sasaran
bank.’

2. Skripsi yang ditulis oleh Farihin Tsani pada 2021 pada fakultas syariah dan
hukum universitas Islam negeri sunan ampel Surabaya berjudul “Tinjauan
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana
Perbankan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor

488/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)”

Penelitian in* m~mhah2 ano hanaimana haldim membuat putusan
pidana terhadap pe ( enjelaskan uns!'» *"sc /ang relevan. Majelis
hakim memvonis 1 kwa de'i¢ *n hukr ~an emg Mpat) tahun penjara.

Hakim men’ a  Pase 49 ( () (b bahw fakr hwa terdakwa

bersalah mengu. kepel avi r 71 syar atte lep bank dan bahwa
perbuatan terdakv » . yikan PT. BPR  li 1 Udiana dan yang
memudahkan terd K7 Tl rsidangan, terdakwa

mengaku dan menyesal serta berjaiijr udak akan mengulangi perbuatannya,
dan tercakwé tidak peran diht<um.? 4
3. Skripsi yang dtulis Nurtiana Rosandy Fauziyali tahun' 2021 pada fakultas

hukum universitas Jambi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap

7 Rahmat Surkhalid Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi Di
Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2021).

8 Farihin Tsani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana
Perbankan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)”
(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).



Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Dalam Peraturan Perundang-Undangan
“Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/Pn.Jmb.”

Penelitian ini membahas bagaimana hakim menjatuhkan putusan
pidana terhadap Pelaku serta menjelaskan unsur-unsurnya. Dalam skripsi
tersebut menerangkan bahwa terdapat adanya ketidakcermatan jaksa
penuntut umum dalam menggabungkan pasal 49 dan 50 serta pertimbangan
hakim memutus batal demi hukur~ 2rena dakwaan jaksa penuntut umum

tidak jelas/ terang®

Dapat dikets o ~dari uraian skrin~* mc  ka dengan skripsi ini
memiliki perbeda:  cara le'icrung. " sini pe ingin menunjukkan
bahwa pem* a. lam dul: ri iin bersi ek *, yang secara

signifikan berbe. an| mlobose pac judu  ecapa skripsi di atas.
Bahwa fokus pel ha dalam artike! ah untuk mengkaji
ketidaktepatan per 4t NEX mberikan sanksi atas
tindak pidana perbankan yang Gnanuxan terdakwa sebagai pegawai PT.
Bank CananionIndoiiesia. Banwa imercirut keterancar -~ Saksi G setelah
meneliti- dokuinen lapcran keuvangan proforma atas riama debitur DTA,
tanggal 7 November 2017, saksi membaca ada beberapa pos-pos keuangan
proforma yang tidak logika menurut pemikiran kacamata saksi. Bahwa
menurut saksi, informasi yang disajikan Terdakwa ASM di dalam dokumen

BIR (Basic Informasi Report) tersebut tidak benar karena adanya poin

® Nurhana Rosandy Fauziyah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit
Fiktif ~ Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  “Studi  Kasus  Putusan =~ Nomor
134/Pid.Sus/2016/Pn.Jmb” (Universitas Jambi, 2021).



analisa keuangan yang berbeda dibandingkan dengan dokumen rekening
perputaran usaha calon debitur. Kemudian pencatatan permohonan kredit
dalam BIR (Basic Informasi Report) telah disimpulkan sendiri dengan tidak

didukung dokumen sebenarnya.

H. Definisi Operasional
Guna meminimalisir kesalahpahaman terhadap mengartikan masalah
yang digunakan dalam pembabh- i maka peneliti jelaskan beberapa

istilah sebagai beri

1. Tindak Pidana per @i mert'pakan kei~hatan . Segala jenis sesuatu
yang melane m y g man¢ ade keter “ite ngan kegiatan-
kegiatan dalan. a men la i aha ank, & aal tersebut dapat
diberlakukan sanksi peraturan perund: |- ingan yang memuat
ketentuan pidana L LUS

2. Penologi merupakan studi tentang penghukuman atau tata cara
mempeilakukan 22seorarg yang: nienjaleni huicurvan \tas' pe buatannya.
Dengan menggunakan ‘teori ini dapat ‘mengetairui pernidanaar: bukanlah
pembalasan atas dari pelanggaran pidana tetapi sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang bermanfaat.!

10 Muhammad Nur Rianto Al Arif, Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia,
2018), 21.
11 Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan (Bandung: Nuansa Aulia,
2016), 21.



3. Putusan pengadilan nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda ialah vonis berkaitan
dengan lelakon tindak pidana perbankan. Dengan cara menerima atau untuk
melancarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan penerbitan kredit untuk
nasabah.

I. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian guna menjelaskan beragam rangkaian
kegiatan yang kemudian akan d** -ukan dalam agenda menjawab inti
permasalahan atar* ™~™bhu! poivmei vmne digtargkan. Guna dari
menjawab inti ma 1 .nenjawab bukt' ~~mn.  harus didukung oleh

12

fakta dan hasil per  an.

1. Jenis pen: 1

Katego. aelitic 1w mak  pel ie.1 normatif, ialah
penelitian yang Me. kan pangkal dat 2 buku- buku hukum,
jurnal serta ke: ser o pun relevan dengan

subjek studi serta informasi dai+ owdi Putusan.
2. Pend:keten oenelitian !
Di da'am penelitian hukum térdapat ceberapa pendeicatan guna
mendapat informasi hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud yaitu :3

a. Case Approach

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Rineka Cipta, 2016), 64.
13 prof. Dr. Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), 93.



Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah sebuah kasus yang
terkait dengan isu hukum yang ada. Telaahan atau bahan kajian yang
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah putusan Pengadilan Negeri
Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

3. Sumber Bahan hukum
Penulis memakai basis bahan hukum dalam riset ini terdiri dari:

a. Sumber hukum primer.

Sumbpar heterm r it haban bhulyym yang dibuat oleh
Peneliti ur dd khusus mom~2an. 1 masalah saat ini.
Sumber ht 1 dikuroi tkan 17 sung « ‘imber aslinya oleh
pene’ r.  ¥SU beri h hu mpr or > penelitian ini
adalah bc ukun ar
1. Putusa gadilan Ne Sidoarjo Nomor

221/Pii A

2. Undang-Undang Dasa 1vcyara Republik Indonesia Tahun 1945.

J. (Kitaa Hukyni Hukurn Fidana, Kitab Uideng-Unilang Acara
Pidana.

4. Undang-undang No. 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap.

5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10

tahun 1998 tentang Perbankan.

14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)
(Bandung: Alfabeta, 2008), 10.



6. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

7. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak © Yana Pencucian Uang.

9. Peratur~n Mtoriter Koronoan N~ 12/PQJK.03/2017.

b. Bahan huk e or
Baha  kumse' u~derya’ ' melip. "“u-buku teks, kamus

huk v nal " Jkun ye g b kaita e tindak pidana

pencuria m k d: 1 v mbe tkan 1y meliputi sebagai
berikut :
1. Rachm AS Sp” Im  perbankan di

Indonesia, Jakarta: P'i.oiainedia Pustaka Utama, 2001.

2. Serwasa Sembiring,"Hukum Rerbankarn, Bandung: CV. Mandar
Maju, 2000.

3. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Sinar
Grafika, 2017.

4. Rimdan, kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.



5. Priyo Handoko, “Kepastian Hukum Hak Tanggungan Dalam
Pelunasan Kredit Bank,” Perspektif 6, no. 2 (April 30, 2006):
116.
6. Handoko, Priyo, and Anis Farida. “In the State Administration
System of Indonesia: No Space for Khilafah!” HTS Teologiese
Studies / Theological Studies 77, no. 4 (July 5, 2021).
7. Farida, Anis, and Pri© Handoko. “Normative and Islamic
Theolo™’ ~n the T _emant ~f CONAR 10 Health Protocol in
Indone I .eologiese Stuci~~The  Hgical Studies 77, no.
3 (Sen er9, 202\,
8. T 1, is. “I :con: "u ing ocial ‘an Or Sustainable
Futu. Tump T ¢ ¢ Vic ms.”  c.dia Environmental
Science » «. 4): 468-476.
4. Teknik analisis
Menurut Peter Mahmud iviai 2uKi yang mengutip pendapat Philipus
M.Hudjor menuturicar bahwa metoda deduiksisenajairhana silogisme
yang diajarkan oleh /\ristotel=s, penggunaan raetode geduksi herpangkal
dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Di Dalam logika silogistik

15 prof. Dr. Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), 47.



untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum
sedangkan premis minornya adalah fakta.
J. Sistematika Pembahasan

Analitis ulasan dalam skripsi ini dikelompokkan jadi lima bagian,
terdiri dari sub-sub serta menggambarkan susunan yang harmonis. guna
terjalin harmonisasi dalam penyusunan skripsi maka sebagai berikut :

Bagian pertama perihal pro!  vang menguraikan perihal kerangka
balik latar belakan~ ™~2~!2h an normannlahan cartg rymusan masalah,
kajian pustaka, t n clitian, kegun~~~ ha.  penelitian, definisi
operasional, metoc nelitiar d 'n terak r sister. nembahasan.

Bagiar It nenu rkan e nal 1uata ‘e dari kerangka
konseptual yang ulas uk 1 p ana an h  n pidana islam serta
tindak pidana dala ~ p kan dan ketentt 21 hukum acara pidana
dan tak lupa bagial A

Bagian Kketiga tentang pciygtan bahan hukum dari putusan
Pengadilan Negeri Siaear|jo Nomor 221/Rid.Susi2C21/°n Sdi.- v emaparkan
dan mendeskridsikan kasus darinya pelaku tindak pidana perbiznkan yang
mana terdapat dugaan ketidakcermatan hakim dalam memberikan sanksi
pidana terhadap serta berisi analisa rumusan pertama.

Bagian empat bermuatan analisa dugaan ketidakcermatan hakim
dalam mempertimbangan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa atas
perbuatan jahat dalam perbankan yang dicoba selaku karyawan PT. Bank

Danamon Indonesia.



Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



BAB I1
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam
Dalam hukum Islam syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Segala ketentuan hukum
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan terdapat
tiga unsur yang harus terpenup’ ~puah perbuatan itu dapat disebut
sebagai tindak pi F p’ ish Al-Qur’an yang

mengatur serta anc  wdkuman untuk pele > Jnsur kedua, adanya

berbentukJarim 1\, imhal i 'aht a - pidara, nkan. Unsur yang
ketiga pelaku 'Ne.anol 1g 1 & af(c kapt  n aitu orang yang
dapat dimintai pe ‘Nyyawadw) atas perba  atas perbuatan yang
dilakukan. Jadi pc  2fon tindal nidana an dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana (jinayah) 2~ Japat tiga unsur tindak pidana di
atas.

:
Mengenai hukuman bag pelaku tindak pidana perbankan dalam Islam

tidak disebutkari secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Sehingga
tindak pidana perbankan termasuk ke dalam kategoriJarimah ta’zir. Karena
perbuatan tindak pidana perbankan tersebut dilarang oleh syara’ akan tetapi
tindakan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Ketentuan dan

penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan diserahkan secara

1 Ahmad Hanafi, M.A. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: TP, 1990), 8.
19



penuh kepada ulil amri (penguasa). Adapun yang dimaksud
pengertianJarimah ta’zir, tujuan ta’zir, macam-macamlJarimah ta’zir, dan
macam-macam sanksiJarimah ta’zir yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Jarimah Ta’zir
Jari>mah ta’zir adalahJarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.

Pengertian ta’zir berasal dari kata “AzaraYa’ziru” yang secara etimologis
berarti yaitu menolak dan mencegah. Sedangkan secara terminologi di
katakan bahwa hukuman ta’zir ~ “uman yang belum ditetapkan oleh
syara’, dan men 3 49" penetapan maupun
pelaksanaanya.?

Ta’zir ar il kuma ata tinr ke pelarnig. rang tidak diatur
dalam hukun; Scmua an | It 1 dit apak <€ . sanksinya oleh
syar’i, maka sanks diserahkan kepada - :r  sa atau hakim baik
penentuan maupu — al Nl n hukuman tersebut
penguasa hanya menentukan | - ,4d secara garis besar saja dalam
menentukan atau menetapkan jenis sanksi hukuman dari }/ang seringan-
ringanya hingga yang seberat-beratnya yang menentukan perbuatan
perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagaiJarimah ta’zir.®

Dengan demikian penjatuhan sanksi ta’zir harus disesuaikan dengan

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberi efek jerah, dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang

2 M. Nurul Irfan & Masyrofah, Figih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

3 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 19
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bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga penjatuhan
sanksi ta’zir bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan
peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwah hukuman ta’zir adalah
penjatuhan hukuman yang diserahkan sepenuhnya dan ditetapkan kepada
hakim yang harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan

tidak bertentangan dengan nas d= rinsip-prinsip umum dalam hukum

Islam.
2. Tujuan Sanks i .azir

Esensi dari e .Kukanya hukuman Tarimah ta’zir adalah
preventif, repre f Lkura’ de edt at

Maksuc. fur ysip ve 1 [ 1cec 1an) al  .nksi ta’zir harus

mencontohkan hal-, sitir tlernaaap lingkunt n - iehingga orang-orang
lain tidak melakuk == r atan yang di lakukan
oleh pelaku.*

Maksud dari fungsi represif (membuat pelaku jera) adalah sanksi
ta’zir harus memberikan aampak positif bagi si pelaku, sehi:]gga terhukum
tidak mengulangi perbutanJarimah lagi.

Maksud dari fungsi kuratif (islah) adalah sanksi ta’zir yang harus
mampu merubah perbaikan sikap dan prilaku terhukum di kemudian hari.

Maksud dari fungsi edukatif (pendidikan) adalah sanksi ta’zir harus

dapat mengubah pola hidup si pelaku kearah yang lebih baik, sehingga dapat

4 Djazuli, figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: TP, 1997), 186.
21



menjauhi perbuatan maksiat. Karena hal ini sangat penting dalam hal

pendidikan agama sebagai memperkokoh keimanan dan ketakwaan

seseorang.

3. Unsur-Unsur Jarimah Ta’zir
Suatu perbuatan dianggap Jarimah apabila unsurunsurnya telah

terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur

khusus.® Berikut penjelasannya:

a. Unsur umum adalah ur * dianggap sebagai tindak pidana
berlaku pac A a2’ N padaJarimah yaitu:
1) Un¢ o aal atau Rukun Syar

2)

1 ada sa . sh @ keten'c g menunjukkan

TaJarim a7tk | erjadi - sebelum
diny. > dalam nash. Khusu u Jarimah ta’zir, harus
ada ' ' ne' £ne' yang dibuat oleh
penguasa.®

Unsur Material Rukun Maddi
:
Unsur material _adalah adanva perilaku yang
membentukJarimah, Yyaitu adanya perbuatan melawan

hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya

5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 27.
6 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) : Dilengkapi dengan
Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.
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3)

dalamJarimah khamr unsur materialnya yaitu meminum
sesuatu yang memabukkan.’
Unsur Moral Rukun Adaby
Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk
berbuatJarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab
pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat
akal, dan ikhtiar (" ‘kebebasan berbuat). Ketentuan dan
Kritaria Algp Adman 4n’=T= it getjgp orang yang
mel < datu kemungkerom ~tac nenyakiti orang lain
tan, aK (taroi alasar vang 'rkan) baik dengan
a, per' iatan at ( ic arat, 'k annya adalah

s xmuk iin 1 i nka r.8

b. Unsur khu s *h unsur yang /e rlaku untuk masing

masingJarTi ar AT 1g satu dengan yang

lain.°

4. Peribag andarimeh Ta’zi !
Berdasarkan hak vang dilanggar, ada dua macam Jarimah ta’zir.

Berikut penjelasannya:

a. Jari>mah ta’zir yang menyinggung hak Allah

" ibid.

8 Wahbah az-Zuhali, figih Islam (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj, dari al-Figih al-lslami wa-
Dilalatuhu) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.
9 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), 27.
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Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan
dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka
bumi, penimbun bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.Jarimah
ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan
ada kemungkinan ulil amri untuk memberi pemaafan bila perkara itu
membawa kemaslahatan. KetikaJarimah ta’zir berkaitan dengan hak
Allah terjadi, semua orang* iib mencegahnya yang kemudian ulil
amri yang momnn nv A tntele manaheloem Jarimah ta’zir ini
tidak dapat a -+ hukumannya

b. Jari>mah t: yang 2 vinggu' - hak ir '

)" ¢ D per datar y¢ g n ngak ke "ugian kepada
orang te. buki o r | nya Mis 3 pencemaran nama
baik, peng ‘nc enipuan dan pr < Jarimah ta’zir yang
berkaitan ¢ anr a ugatan dan ulil amri
tidak dapat memaafkannya.

5. Macain-MacamdJarimal Ta’zir !
Berdasarkan dar1 segi sifatnya, Abaul Qadir Audah membagi

hukuman ta’zir menjadi tiga macam yaitu:
a. Jari>mah ta’zir atas perbuatan maksiat. Seperti pencurian harta
syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan
harta benda.

b. Jari>mah ta’zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

10 A Dzajuli, Figh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 166.
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c. Jari>mah ta’zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang
mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum. Misalnya,
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan
peraturan lainnya.!

6. Macam — Macam Sanksi Jarimah ta’zir
Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman ta’zir adalah

hukuman yang belum ditentukan oleh syara’. Sehingga dalam hal ini ulil

amri atau hakim diberi kewer anuh untuk merumuskan aturan-
aturannya, dan r ar' sar xlanggaran terhadap
peraturan tersebut. P «macam-macam sar.. "mah ta’zir diantaranya

sebagai berikut
a. Huku z.-yan be @ a deni nbal
Dalam sc «a’zir yang berkaitan < r badan ini contohnya
seperti huk = =il ar 1jelasannya:

1) Hukuman Mati

Dalam uraian ini dijelaskan bahwa perbuatanJarimah
:

yang bisa dijatuhkan aengan hukuman mati sebagai ta’zir,
menurut Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk
menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir apabilaJarimah

tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang

berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang

11 Muslich dan H. Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 41.
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dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk
Islam. Jadi, hukuman mati dapat sebagai ta’zir apabila
hukuman untuk si terhukum tidak memberi dampak apa-apa
baginya dan harus dipertimbangkan betul dampaknya untuk

kemaslahatan umat.!2

2) Hukuman Jilid (dera)
Di dalam hukv: n jilid sebagai ta’zir ini, menurut
Har~firnh har .cambuldaan Iohih keras daripada jilid
dali 1 4ar orang yan? *~*hu. M menjadi jera dan

dise  ngituk i najum’ "nya le. dikit daripada dalam

d. Mak sen ki ke s ¢ M itu semakin
n. at je n ¢ a1 va. b kulal  a cambukkan tidak
boli ~ . “an ke muka, fari”  n ala. Imam Abu Yusuf
mel D’ il Jk bagian dada dan
perut.

Dari ureiar tzisebut, dapet dinahami benwa hukuman jilid
ridak boleh sampzi menimbulkan cacat dan merrbahayakan
organ-organ tubuh orang yang terhukum. Oleh karena itu,
sasaran jilid dalam ta’zir adalah bagian punggung.

b. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

12 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 149.
13 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.
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1)

2)

Dalam sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan
meliputi:
Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud
dengan Al-Hasbu menurut syara’ bukanlah menahan pelaku
ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan
mencegahnya agar ia tid~ melakukan perbuatan hukum, baik
ditahan di d~'o> =ime A§HA mannun AR tampgt |ainnya. Alasan
yang memt b akuman penjar> ~~hage  a’zir adalah tindakan
Nabi saw | pernal 1 emenj- “kan be 1 orang di Madinah
dalar t.  peml nuhe ¥

Hu. 2 oper wra 1 a sy at I albagi kepada dua

bagian, ye "u 'man penjara itasi  waktunya dan
hukuman o VM 'a. Hukuman penjara
yang dibatasi waktunya auaaii iiukuman penjara yang dibatasi lama
waktunya.  Sedanjkan “hukumari penjaia  vaig tidak ‘erbatas ini
odalah ‘hukuman' yang 'berlangsung ferus sgmpai orang yang
terhukum mati, atau sampai ia bertaubat.*®
Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan sebenarnya merupakan hukuman had,

tetapi dalam praktiknya hukuman tersebut juga bisa sebagai

14 ibid, 261.

15 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 263.
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hukuman ta’zir. Di antaraJarimah ta’zir yang dikenakan hukuman
pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria),
yang pernah dilakukan oleh Nabi saw dengan mengasingkannya ke
luar dari Madinah.®

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelakuJarimah yang
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya

harus dibuang (diasingk: * untuk menghindarkan pengaruh

tersebut.
Hukumant - verkaitan dengon b

Jari>| ta’zir /eng ber' itan ac harta ialahJarimah
penc: 1 pe ampc ar  ap hila  ac nah tersebut
syaratny. terpe uh 1 n iker kant  manhad. Akan tetapi
jika tidak te., i maka akan it 1N hukuman ta’zir.
Hukuman At A0 a bukan merupakan

mengambil harta terhunuii untuk kas negara, melainkan
nenanarinya usfu< semeantare, wa'tu. !

Imain Ibnt “raimiyah menitagi hukuman t2’zir yarg
berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan
atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu:’

1) Menghancurkannya (Al-Itlaf)

16 1hid, 156.

7M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 158.
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Menghancurkan barang sebagai hukuman ta’zir berlaku
untuk berbagai barang yang mengandung kemungkaran,
Islam,

misalnya penghancuran patung milik orang

penghancuran alat-alat musik atau permainan yang
mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat
Khalifah  Umar

minum  khamr, dan yang pernah

menumpahkan sus® /ang bercampur dengan air untuk

meprintnambr

2) Me e - (Al-Ghayir)
wman ca'zir y? Y berk. dengan harta ini,
2k <ant kum 1y ng rupa  °n harta pelaku.
v g, n no 3 1 atur yan  iscmbah oleh orang
mu: n, an cara memote e kepalanya sehingga
mir Q!
3) Memilikinya (Al-1aiink)

Huiurnan ta’zir yang-herupa pemiiikarn Farta pelaku ini
an-ara lain berdesarkan keputusan Rasutullah yang melipat
gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan
dan contoh lain ialah keputusan Khalifah Umar yang
melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan

barang temuan.

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi

kemaslahatan umum.
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Diantara sanksi-sanksi ta’zir yang dikemukakan di atas,

terdapat sanksi ta’zir yang lainnya, yaitu:®

1) Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang

Sanksi peringatan keras dapat dilakukan di rumah atau
dipanggil ke sidang pengadilan dengan mengutus petugas
dari pengadilan untuk menyampaikan peringatan atau
teguran kepada pel?’

Danaan pr Jditan nalale b dangn sidang pengadilan
den e .1an peringatan #2von y. Jdisampaikan secara

lanc  golehFak‘mden” 1 begiw qian orang ada yang

2l takut i@an¢ m oarr 'nghe NI hijau. Dengan
P Can a ke or Ik povinga ocrtama atau bentuk
peri o >dua yang akan 21 | kepada pelaku atas
per o K gan ada atau tidak

adanya maslahat
Dicela !

Para' ‘'ulama ' meny¢hutkan " bahwa, celaari. ini bisa
diucapkan di dalam persidangan maupun di luar
persidangan, akan tetapi lebih tepat apabila dilakukan di
dalam persidangan. Sanksi ini dijatuhkan terhadap orang

orang Yyang melakukan hal dengan kurang mampu

18 |bid.
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3)

4)

5)

mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan
kejahatan namun hanya tergelincir saja dan tidak sering
terjadi.®
Pengucilan

Hukuman pengucilan adalah melarang pelaku
berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan begitu

sebaliknya. Hukur ~ ini berlaku apabila membawa

kemnclahatan 5 aaskaladanaan kondisi dan situasi
mas 1k -entu.
Nas

2t Ib Ab ir na hat g aksud adalah
I qatke ne | ¢ abil upa:  rengajarinya apabila
tide . rti dan bukan 21 ebiasaan melainkan
kar b Vi lerti halnya dengan
hukuman peringaw: vahwa hakim berkeyakinan atas
nukumen 'yang e diberikan cukup selacal elyjaran bagi
oelaku dari sesuaidengan nerbuatannya.
Pemecatan dari jabatan®

Pengertian pemecatan (al-‘azl) ialah melarang
seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari

tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat

19 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 161.

20 |pid.
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6)

pemberhentian dari pekerjaannya. Hukuman ini diterapkan
kepada setiap pegawai yang melakukanJarimah, baik hal
tersebut berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan
hal lainnya yang menghianati tugas yang dibebankan
kepadanya.

Hukuman pemecatan diterapkan dalam segala macam kasus

tindak pidana, bai' -ebagai hukuman pokok, hukuman

tamhahan man Adkrimnn nolanalion
Diu n 2jahatannya (At Toov

Jrang v ir Ybersa' kutan . i jera dan agar tidak

jo  perb tan wn  sel da it An n oleh orang

le Jadi uk 1 n aidi rapk  e.niliki daya represif
dan re ° Penerapan san¥ i < dimaksudkan untuk
mel ls NES ekan seseorang atau
pelaku melainkan scuayai pelajaran agar tidak mengulangi
serbuaaniya kembali dan tidaki puia inelaki<an perbuatan

<e ahatan yang baru.?

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dirumuskan oleh para ahli dengan definisi

yang berbeda-beda. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya

21 Ibid, 269.
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dipergunakan perkataan “Strafbaarfeit” tanpa menjelaskan apa yang
sebenarnya dimaksud dengan perkataan tersebut.??

Dalam Bahasa  Belanda “Feit” berarti “sebagian dari suatu
kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar
berarti “dapat dihukum”, sehingga dapat diartikan strafbaarfeit itu adalah
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Bagi Moeljatno, beliau merv’ skan sebagai berikut:%

“Tindak pidana acd~'~» =~br- yano dilamons olob guaty aturan hukum,
larangan mana dis an’ 4F pidana tertentu bagi
barang siapa yang It iarangan terse>*” 'Ji k mengetahui adanya
tindak pidana, r ada umumnya di '“an dalam peraturan
perundang-undang  iuanatet ngper’ atan pe °n yang dilarang dan
disertai dengar Dalar ru. usar e =butdite 1 beberapa unsur
atau syarat ° . adic iata si «tk sda ‘arc tadi sehingga
dengan jelas ‘uvoeda n 32 | rbui "Iy | tidak dilarang.
Perbuatan pidar. aunju ke ¢ 1 ifat 2rbué  1ya saja, yaitu dapat
dilarang dengan anc plaana kaiau dilangg:

Teguh Pras ~  hehiai - mendefi: A dak pidana pidana
sebagai:®

"Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,
di mane penjestian parbuatandi sini $elain perbratzn yeng bersifat aktif
(melakuican Cecuaiu yarng seoenainya dilarang oien hukum) juga perbuatan
yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenainya yang dihaiuskan oleh

hukum)*.
Kesimpulan dari diatas ialah memiliki inti melanggar peraturan serta

bisa dihukum ialah bagian sekian banyak opini ataupun arti ini.

22 p AF. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia (Sinar Grafika, 2022), 181.
23 Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. 2nd ed. Vol. 7. Sinar Grafika, 2013, 16.

24 prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH and Prof. Dr. H. Salim HS., SH, MS., Hukum Pidana Khusus :
Unsur Dan Sanksi Pidananya , 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13.
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1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan®

Definisi suatu kejahatan atau tindak pidana perbankan, perlu adanya
kejelasan dalam merumuskan sehingga tidak sembarangan dapat
menyebutnya tindak pidana perbankan.

Menurut Remy Sjahdeini seperti yang dikutip dalam buku N.H.T
Siahaan yang berjudul Money Laundering, menyatakan bahwa suatu tindak

pidana baru dapat dapat dikatakan “agai suatu tindak pidana perbankan,

selain tindak pidar~ *~roobut enthi nivi nivi dari guaty tindak pidana
pada umumnya, t¢ 1 .ula mengandu~~ ~iri i Khusus yang tidak
dipunyai oleh tinc  2idana ~7a~g lain ‘Suatu \ nidana selain telah

dikriminalis n, nunj jahe 1s 1enc ndun  fa
1. Perbuai sebut an 1 a wdi kuke rl.adap bank, artinya
perbuatan ' ¢ dapat dilakukan 1 lembaga lain selain
bank atau t
2. Perbuatan tersebut hanya uapat dilakukan dengan menggunakan
~asa kank (sanwing service) amau produk haik (bankihg product).?®
Indryanto Senoad i membedakan pengertian tindak pidana perbankan
dalam dua pengertian, yakni:?’

“Dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam arti
sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang

25 Remy Sjahdeini, Perbankan Islam : Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 21.

28 N.H.T Siahaan , Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),192.
27 Dr. Agus Rusianto M.H. S.H., Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana:
Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya (Prenada
Media, 2016).
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digolongkan sebagai perbuatan pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992 jo
UU No.10 Tahun 1998 saja. Sedangkan dalam arti luas ialah bahwa pidana
perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang
perbankan saja, tetapi tindak pidana itu merupakan bagian dari tindak
pidana ekonomi yang diatur UU No 7 (Darurat) Tahun 1955 (dengan
perkecualian UU Kepabeanan dalam UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No.17
Tahun 2006)”.

Tindak pidana dalam arti luas tersebut mencakup kepada perbuatan

perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu

sektor ekonomi secara luas, yang meliputi kejahatan pasar modal (capital

market crime), kejahatan kom amputer crime), baik dengan itu
timbul akibat kert p7 i Ipun pemerintah dan
BUMN, fiskal dan ( .ai (custom crime). . aengan itu, dapat juga
dikatakan bah' 1 lak p an pe a an it . lah bagian dari
kejahatan yai._ g ydic lar 11 itec omi n

Menurut  An *a. 'm bukunya yanc 21 il Tindak Pidana di
Bidang Perbankan r .1e ar \an antara pengertian

tindak pidana perbankan denga. .ak pidana di bidang perbankan
didasarkan perbidaan periakuen perqturan terhaden nerownatan: yang telah
melangger hukum yang berhuburigan ddrigan kegiatan ‘dalam nienjalankan
usaha bank. Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang melanggar
ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan, pelanggaran tersebut
dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang. Sedangkan,

tindak pidana di bidang perbankan, adalah suatu perbuatan yang berhubungan

28 N.H.T Siahaan , Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),193..
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dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut
dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang
tentang perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.?®

29 M. Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di
Bidang Perbankan,” Jurnal Hukum Fh. UII 21, no. 01 (2014), 36.
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2. Modus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Di lingkup hukum pidana modus-modus operandi perbankan dapat
dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:*
a. Tindak Pidana Umum: Jenis yang digolongkan ke dalam tindak
pidana ini adalah misalnya pemalsuan kartu kredit (lost stolen card,
counterfeit card, embossed card atau altered card, record of charge,

split charge, dan lainnya): ¢ >m hal ini yang populer adalah dengan

cara memb ot '"n2rar (0 tan learte Leadit mjliknya (lost card)
atau Kkartu ] .orang dicuri {=*~'~n ( d). Pelaku membuat
laporan pal  :ntang ' il 'ngnya ~rtu kre ‘liknya dan ia minta
agar it. 1gan gk u 3an diasa s 'tuk mengecek
pada tok. rima art e Citu igun l.arena perlu waktu,

selama mer 'ny aktu penggantiar  tt  dit yang baru, pelaku
melakukan o' .ar ang yang diperlukan
ataupun tidak diperlukan. oaiam melakukan kejahatannya pelaku
isi kekerja sendifi atauiiuga dapat melinatizar /bekefjasima dengan
ko ying dibelanjakan.: Kemugatan gire bilyei: Dalam kasus ini
komplotan pembobol bank melibatkan oknum pejabat bank sebagai
Kepala Bagian Kliring, yang memberi info mengenai besarnya saldo
nasabah calon korban, fotocopy contoh tanda tangan calon korban,

nomor AC dan nomor seri bilyet giro milik calon korban. Kemudian

30 N.H.T Siahaan , Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : (Mengurai UU No. 15 Tahun
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),181.
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sindikat tersebut mencetak bilyet giro sesuai informasi dari oknum
pejabat bank tersebut dan menandatanganinya (palsu) sesuai milik
tanda tangan calon nasabah korban. Untuk menampung hasil
kejahatannya salah seorang membuka rekening pada salah satu bank
dengan mempergunakan KTP palsu, kemudian pengulangannya
oknum pejabat tersebut setelah memeriksa bilyet giro (palsu)

tersebut meloloskannya ur® - dibayar. Dengan begitu bank akan

menderita I~ ian.,

Tindak Pic «.nkan, misalm~ ~ra, < bank gelap, suatu
badan usak  'rigan ma"1s mer cerikan man layaknya bank,
nam: I ebut ielan ja ket tuan ku g ada karena
badan uc arseb b ¢ erup kan a1 bank resmi yang

telah mend »a. »in dari Pemerin*

Tindak Pic ac -1 i ini sangat banyak
terjadi dan melibatkan pian-pinak swasta kelas kakap yang
nencaniail keentungari.dari ‘kejehatan pernaiken. Penjertian dari
indak picana korupsi it sendiri seperti dalam Pasal 2 \JU No. 31
Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi Jo. UU No. 20 Tahun
2001 adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
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korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara.®

Tindak Pidana Pencucian Uang.®? Bagi John Madinger mengartikan
Pencucian uang atau money laundering adalah: "The use of money
derived from illegal activity by concealing the identity of the
individuals who obtained the money and converting it to assets that

appear to have come from = rqitimate source”

Juga vide Pe~n! * 210! sndana tindana Noamgor 25 Tahun 2003

tentang Perubahar 1 .ang-Undang N~m~2r . Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana F ician | a9 Per ‘cian . adalah: "Perbuatan

menempatk» ntrar fer, e ayark >mbelanjakan,
menghibahkan, umba ki, n oitip i, m ewa ke luar negeri,
menukarkan, atau = ro lainnya atas har  :k  an yang diketahuinya
atau patut diduga T g :ngan maksud untuk

menyembunyikan, atau menyama naii asal usul harta kekayaan sehingga

seolah-clah rmerijadi herté kekayaan vang sah” !

Bagi Prof. Dr. Hj..Rodlivah, SHi,"MH d&n Prot, Dr. H. Salim HS,

dalam buku bertajuk Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi: a. adanya

perbuatan; b. adanya harta kekayaan; dan c. seolah-olah sah.*

31 Nommy Horas Thombang Siahaan, Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan (Pustaka Sinar

Harapan, 2005).

32 prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH and Prof. Dr. H. Salim HS., SH, MS., Hukum Pidana Khusus :
Unsur Dan Sanksi Pidananya , 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 293.

33 ibid, 294.
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Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang meliputi:
a. menempatkan

b. mentaransfer;

c. membayarkan;

d. membelanjakan;

e. menghibahkan;

f.  menyumbangkan;

g. menitip'n

h. membs < negeri;

I. menuk n,atau

Joor a.  ainn

3. Kiasifikasi / Per._ ngan inc k i wal rban ¢
Bank merup: “ar.  ‘an dari sistemm e 1 sistem pembayaran
suatu negara, sehir K U yesar terhadap sistem

moneter dan sistem pembayarai.. oaik tentunya menunjang sistem ini
secara taik egaidapacherfungai sesual dengan yaag dikehendaki. Namun
dapat pula terjadi yang' sebaliinya bank bukannya inenunjong sistem
moneter atau sistem pembayaran, tetapi malahan bisa saja membahayakan
sistem moneter dan sistem pembayaran. Apabila terjadi hal tersebut maka
bank tersebut bisa dilikuidasi, karena pailit atau insolvent. Suatu bank yang

mengalami rush (oleh para nasabah), dapat menimbulkan akibat domino

34 Marwan Effendy, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana
(Rajawali Press, 2012), 67.
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effect, yang mana efek tersebut dapat pula melanda bank-bank lainnya.
Bank yang berkedudukan sebagai lembaga intermediasi, berperan
mengerahkan dana simpanan masyarakat kemudian menyalurkannya
kembali kepada debitur bank, maka akan membahayakan kedudukan suatu
bank, akan pula merugikan para nasabah penyimpan dan debitor, disamping
membahayakan sistem moneter dan sistem pembayaran negara.

Menurut Sudarto, dikutip® ‘ari buku Tindak Pidana Ekonomi

karangan Edi Setig”* ~~~ Rer Moabakia:

“Undang-U  n .oankan dapat “~~'o, <an dalam peraturan
perundang- a1 an di bidang hukur inistrasi yang memuat
sanksi pidi Dalam (i dak pi 'na per. 1 suatu bank dapat
berpera: s  jai kc ar. vait | ipuar. 'suan surat-surat
bank e lisar ing 1 1 sa; ga bi o i pelaku dari
kejahc incak [ olar e ank ity yaitu window
dressing, anm et ) n uku unge gyl yang berlebihan,
memberikai . it yany tiuak wajar, * e  nkan usaha bank di
dalam bank m. nkan usahabank o 1, menjalankan usaha
serupa ban S

Pengaturan mengenai ketenfii ana dalam Undang-Undang No.7

Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang N0.10 Tahun
1998 tiuak sacara tegas inenyebutkan jeris-jenis'tincak pii‘an; di bidang
Perbankan. Ketertuan Fasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undarig-Undang
tersebut, secara garis besar mengelompokkan jenis-jenis tindak pidana
perbankan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana berkaitan dengan perizinan;

35 Setiadi, Edi, and Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. 7th ed. Yogyakarta: Graha limu, 2010,

140.
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2. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha;
3. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
4. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank
Indonesia;
4. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi

Terdapat beberapa perubahan yang signifikan di dalam Undang
Undang No0.10 Tahun 1998 tentans “=rubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentan~ P~rhank- Jmannane i nanon naan sanksi yang jauh
lebih berat dengar >t .nya pidana mini~un, an maksimum dalam
hal terjadi tindak g adi bic' ir 1 perbe “an.3¢

Menur It Sutt Sjai et i di itipc L I.H.T Siahaan
bertajuk, Pencu. Uanc di < ahat 1+ Pe  kun, tindak pidana
perbankan dapatny nkan dalam 3 (ti~ I jaklasifikasi tersebut
ialah: Pertama, 1 .rh r 4 an oleh bank yang
mengganggu atau membahayaka: sis.em moneter, kedua, Tindak pidana
perbankan' yena difakukan s olelh hank wvag | menfigarggu atau
membaliayakan s stem pembayaian, ketiga, Tincak pidena perhankan yang
dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang

membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.3’

36 Erma Denniagi, “Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 2 (April 1, 2021), 254.
37 N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : Mengurai UU No.15 Tahun 2002
Dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2002), 96.
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Dengan melihat tiga hal yang diklasifikasikan di atas, maka subjek
kejahatan perbankan terdiri dari : 1. Orang dalam, yakni para anggota
direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang saham; 2. nasabah
bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitur atau nasabah yang
menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; 3. pihak ketiga,

yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam maupun nasabah

bank.38

Menurut M:'hommad (ihana Aalama helqy pertajuk  hukum
perbankan di indc  a anensi ruang <t fi 1k pidana perbankan
dalam hal ini tidak ~ atas par'a ‘latute’ Hattertc 'amun bisa melewati
batas-batas * ri. Jatu :gare St ang andi s *u bisa terjadi
seketika, tapi jug 'a ber no 1 ) :ber jalar  Dulam tindak pidana
perbankan ketentu: ~y.  2patdilanggarse® n  a-norma yang tertulis
juga mencakup nol Jr’ ik ebiasaan pada bidang

perbankan. Norma-norma yang te:wns tersebut adalah hukum positif yang
sedang be’lekunadasaat iniy seperti Jndang-Unaany,” perpu dan lain
sebagaiinya. Sedangkan norma-norma yaag tidak tertulis di sint.contohnya
adalah perjanjian yang dibuat antara Bank dan nasabah, yurisprudensi,
doktrin-doktrin dari ahli hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku

di bidang perbankan.

38 Nommy Horas Thombang Siahaan, Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan (Pustaka Sinar
Harapan, 2005), 185.
39 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Citra Aditya Bakti, 1993), 78.
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C. Hukum Acara Pidana

Bagi Wirjono Prodjodikoro seorang mantan Ketua Mahkamah Agung
menuturkan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya
hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara
bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan

mengadakan hukum pidana.*

Sedangkan | o C 1\ hakikatnya hukum
acara pidana mem| a .1-kaidah yang me. " tentang penerapan atau
tata cara antara "1 nyelid .a pen' 4. an, penc n, pemeriksaan di
depan persiu. "L oagam la < o ousan lehp  ac ., upaya hukum,
dan pelaksanaan Nal. ..d UwSan penge 1. Maka, pengertian
hukum acara pide  danat dirimiiskan ,al - <um yang mengatur
tentang kaidah dalam beracara a < . proses peradilan pidana, sejak
tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan
persidarigan,” pengambohian Keputusar: ¢ler. pengadiian, upc’jya aukum dan
pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan

menemukan kebenaran materiil.*

1. Penuntutan

40 Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Malang: Citra Intarans Selaras, 2019), 3.
4L Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 128.
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Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur Undang Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim disidang pengadilan tersebut bunyi pasal 1 ke-7
KUHAP.#

Sementara itu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa

yang diberi wewenang oleh Undar 'Jndang untuk melakukan penuntutan

dan melaksanakan n oo b gnntni nacal 1 La b hyruf b KUHAP,
sedangkan yang al dengan jakse ~-~'a, oejabat yang diberi
wewenang oleh .U ng-Uncfarq ini '+ *uk be, '« sebagai penuntut
umum serta a. akan outus 1 eng lilan 1y > memperoleh
kekuatan huku. tap v r bk . Sointar G4 akan kesulitan
membedakan peng “fic ~adengan penur’ n bahkan masyarakat
awam selalu meng er' 1S

Menurut Andi Hamzah baiwwa antara jaksa dan penuntut umum
sebagaiinana dissbutken dalan pasa! 1%e-6 hurut a,den’ f-adalah bahwa
jaksa nienyangkut jabatannya, sedangkan penuntut gimum menyangkut
fungsinya. Kewenangan penuntut umum diatur dalam pasal 137 sampai
dengan pasal 144 KUHAP. Dalam proses penuntutan ini memungkinkan

penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, hak dari

42 Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
(Permata Press, 2019), 195.

43 D. Schaffmeister et al., Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam
Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda (Citra Aditya Bakti, 2011), 74.
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penuntut umum ini merupakan gambaran asas oportunitas yang merupakan
asas-asas dalam KUHAP.#
Pemeriksaan Sidang di Pengadilan®

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang
terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara
yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian

tindakan hakim untuk menerima, r~ meriksa dan memutus perkara pidana,

berdasarkan pada g~~~ hohas - 4gn tidalemamihale 4 sidang pengadilan

Proses peme  ai ul pengadilan selai. a.| dan didasari dengan
adanya surat p- it 1an pr <a @ ole , ksa pel umum (JPU) ke
pengadilan i. (+ )der an ¢ n taar igar re  .ngadili perkara

tersebut yang dise. NG... olie GukWawi (Far 42 ayat 1 KUHAP).
Sehingga dalam h  ~ennachlan neneri v~ £ na surat pelimpahan
perkara itu berpendapat banwa nerk- . termasuk dalam wewenangnya,
maka ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan
menyidangkan’ perkara tersebut. “Paaa ‘preses ini’ tercapat fnafvam-macam

acara peineriksaan sidang pengacilan yaing diatur dalam pasai 152 sampai

pasal 159 KUHAP.4

44 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

69.
45 ibid.

46 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

72.
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Di dalam KUHAP terdapat 3 macam pemeriksaan di sidang

pengadilan, yaitu:*’

1. Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan dengan acara
pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiaannya serta
penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak
sederhana. (pasal 152- 202 KUHAP).

2. Tindak pidana yang diperiksa der 'n acara pemeriksaan singkat adalah
tindak pidana yane nombhekt? 4 Pourdah earta cifat melawan hukumnya
sederhana. (pasal =  Ie + KUHAP)

3. Hukum acara ini. ¢~ Ji meni 0" duay ‘u mel, ‘ndak pidana ringan
(diperuntuk! i&_ indal pida 1 g ncan I annya berupa
penjara atau ku. n31Lt lar ¢ u Jenc Rp. )C,- dan penghinaan
ringan) kemudian = ng 'a merupakan pe’ @ lalu lintas

3. Putusan Hakim“®

Dalam hal ini yang hendan niwa bicarakan hanyalah putusan hakim
yang m:rupekan. putuzar akhii, Putusan, hakin yang mertpakan putusan
akhir terdiri diri putusari bebas, putusii lepas dari tunitutan fiukum, dan
putusan pemidanaan.

a. Putusan bebas (vrijsprak)
47 ibid, 73.

48 ndi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2nd ed., vol. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

110,.
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Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat
bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak
terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (pasal
191 ayat 1 dan 2 KUHAP).

b. Putusan lepas dari tuntutan hukum

Putusan lepas “dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh
hakim apabila ia berpen® ~at bahwa dari hasil pemeriksaan,
perbuatan *nrdalang t | 2lran totani helan merypakan tindak
pidana (pas 9 .2 KUHAP).”

c. Putusan pe riaan

1s.  pem anaa al nd ‘tuhk ol 1im, apabila ia
berpende,  hahwe d? a | pc rerik , dengan sekurang-
kurangnya “la uktiyangsahms u dang-Undang, hakim
mendapatk W .a¥ salah (pasal 193 jo.

Pasal 183 KUHAP).”
4. Upaya Hukumn !
Upaya hukum adélah hak ierdakvie atau penuntug umum untuk tidak
menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
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ini yaitu pasal 1 ke-12 KUHAP. Di dalam KUHAP dikenal dua jenis upaya
hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.*®
a. Verzet
Upaya hukum yang berupa perlawanan yang diatur dalam
pasal 149, 156 KUHAP.
Pasal 149 KUHAP>?

1. Dalam hal penunt umum berkeberatan terhadap surat

penttonan ser AN nonor ' cnhamaimang dimaksud dalam
pas £

2. Pen  lantincyi dalam® ktu pa. ma empat belas hari

€ men ima 3 war nter U * menguatkan

a. nolal der v nitt lenge It penetapan.

3. Dal m nengadilan tin- I juatkan perlawanan
pen ar .8 etapan diperintahkan
kepada pengadilain egeri yang bersangkutan untuk
‘nenyiaangkan pearkara tersebut !

4. Jika pergadilan tinggi {raenguaikan pendapat nengadilan
negeri maka pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara
pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang

bersangkutan.

4% Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Citra Intarans Selaras, 2019), 244.
%0 Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Permata Press, 2019.
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5. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 disampaikan kepada

penuntut umum.

Pasal 156 KUHAP:°!

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan

keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili
perkaranya atau d»" -aan tidak dapat diterima atau surat
dake»nan boryr allon

Jike  «i ¢nyatakan kebor~ton o sebut diterima, maka

per! iw tida' (periks 'ebih la

. nal p wntt u um erkel te hadap putusan
le t.m«<@ i « pat menc &.a perlawanan ke
pen Aa. nggi.

Dal nk i <an oleh penasihat

hukumnya diterinia uich pengadilan tinggi, maka dalam
waktu ‘ampat Galas, hari pengadilan tinggi-deéngan surat
oenetapaniya membatalkan putusan pengadilan negeri.

a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan
permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya

kepada pengadilan tinggi.

51 Himpunan Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata). Permata Press, 2019.
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b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan
tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan
kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkawa

tersebut.

5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, maka kejaksaan

negeri mengirimkan berkas perkara tersebut kepada

kejaksaan negeri daerah hukum pengadilan negeri
yan er at
6. Hal k 4 sidang dengan . 1 /a dapat menyatakan

rn lan tid <L rwer .

m  rakte , ) 72 huk n vy | pa perlawanan
(verzet) ja lipe. ...k oleh jukse INntut umum maupun
terdakwa nenasihat hukimr ~al <arena bukan hanya
akibatnya yang sangat ker Ji Kepentingan terdakwa atau

penasihat hukumnya (kepentingan dalam arti akibat dari
tipindankannya tempat ‘mengadiil) selingge .:ebinym‘kan orang
tidak mernpermasalahkan di pengadilan ‘mana ia akan diadili. Di
samping itu alasan yang lain adalah oleh karena pihak penegak
hukum dan penasihat hukum sudah mengetahui benar ketentuan
pasal 84 KUHAP yang mengatur kewenangan pengadilan negeri

untuk mengadili.
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b. Banding®?

Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh seorang
terhadap surat keputusan atas keberatan yg telah diajukannya dapat
diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
kalau hasil putusan banding tidak dikabulkan semua hanya sebagian
atau ditolak semua, maka upaya hukum yg terakhir dapat dilakukan
dengan kasasi , jadi tingkat~ ~va banding dulu.

Didg'~m /' 147 avn hulem harena handing, diatur dalam
pasal 233, 3 , 236, 237, 2°° 23c 240, 241, 242, 243.

Meskipun ailam K J AP ti- K meny ki adanya banding

oleh™ .« mha rakit m qjat Wkan s has, lepas dari
segala tu. “hukt v i noayar «utk g .epatnya penerapan
hukum mat »ui. ~an hakimyangr i lengan menggunakan
acara pem Je nb sud dalam pasal 67

KUHAP, jaksa penuntut vt boleh mengajukan banding untuk
yutusan-putusan hakiribaikiyaing berupa puusan Bebas, putusan
i2pas dari segala. tuntutain hukuirt karene salah gdalam menerapkan
hukum maupun putusan hakim yang diperiksa melalui acara
pemeriksaan cepat. Pertimbangannya adalah bahwa kepentingan
yang dijamin oleh hukum acara pidana bukan hanya kepentingan

individu melainkan kepentingan masyarakat luas, ini berarti demi

52 Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana Teori Asas Dan Perkembangannya
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Citra Intarans Selaras, 2019), 149.
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5.

dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat, tindakan
penuntut umum itu bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan oleh
Undang-Undang hanya disebutkan tidak berhak.
c. Kasasi®
Kasasi lebih diartikan "naik banding" ketimbang "banding",
bila tidak puas dengan vonis dari pengadilan negeri, kita bisa
mengajukan kasasi ke per dilan tinggi. Bila masih tidak puas
dengan voric ot pe an tinoni danat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Jaya hukum bi~c~rng  2rupa kasasi di dalam
KUHAP di calam v a al 244 © mpai p. ~8.
Upaya Huk le. asa
Selain upc. 'kum ia . o pat uga 'a hukum luar biasa
seperti kasasi dem ‘g, 2nan hukum dan ir  n kembali. Di dalam
KUHAP upaya h d: a8’ sal 259 sampai 262
KUHAP untuk peninjauan kenisan. Peninjauan kembali hanya dapat
dilakukin ‘oehMahwramalh Agqung, -eninjauan  kembalit-diatur dalam
Undang Undarg nomo'. 14 tahtn 1985 tentanid Mahizamah #.gung, dan
apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.®*

%3 ibid.

54 C. Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana (Nuansa Aulia, 2013),

203.
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D.

Penologi dalam Praktik Hukum di Indonesia

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja
oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan
pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi
itu dijatunkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan
pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh
sejumlah lembaga (kepolisian.  =jaksaan,pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan) *n~ bork ;7 Aancannananaa man dan pengadilan

kejahatan danpela e  .n.*®

Pemidanaan rupakar enjatv’ n pide ‘entencing) sebagai
upaya yang a. iland siole h wm ntuk »ng n sanksi pada
seseorang yang Ui pr s ) a lan  dana  Hukti secara sah dan
meyakinkan bersal " . tkan suatu tinda'  J¢  Jadi pidana berbicara
mengenai hukum fols k a mengenai proses

penjatuhan hukuman itu sendiri.”

Pidana | nerlu . djatuhican /‘pada  seseorang 'yarg melakukan
pelanggaran pidana, karena picizna juga berfungsi selbagai pranata sosial
dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal
ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran
terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai

dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran

5 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan (Depok: Sinar Grafika, 2004), 21.

%8 ibid.
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terhadap “hati nurani bersama® sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap
perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau

setidaknya tidak menyenangkan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat
sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang
mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia
ilmu hukum pidana ada beberap~ *emidanaan yaitu:

1. Teori Retributif®®

Teori inibe  uJ:  .dahukuman/pem n _ebagai suatu tuntutan
mutlak untuk m n  kan p AL ‘asar  rgelding, adap orang-orang
yang telah n. @ derbu tar 2 A TeC inie L rak, yaitu corak
subjektif (subject. ‘Nel....y,, ,akd pe.abr’a langsung ditujukan
kepada kesalahar * nemhuat- kedua At orak objektif, yaitu
pembalasan ditujukan sekedar nana r .an apa yang telah dilakukan oleh

orang yang bersangkutan.
2. Teori Deterrcnce (Tecr: Fencegaiian)
Tujuan peimidanaan sebagai deterrence effect” ini, dapat dibagi
menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus
(individual or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh

Bentham bahwa:%°

57 ibid, 25.
%8 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Teori Dan Praktik
(Bandung: Alumni, 2012), 41.
%9 Jeremy Bentham. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1823, 14.
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“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished
delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular
prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention
which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan
peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan,
sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang
dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak

mengulangi perbuatannya kemb=’

3. Teori Treatment (T er an’

Treatmentse 1 ,dan pemidanaan a. e.<an oleh aliran positif
yang berpenda” it wa p ni ‘naa’ . 1gat pa Yiarahkan kepada
pelaku kejai. he anpi a 2 tanr a. M J .nidanaan yang
dimaksudkan oleh ini ..........e..beri undik  erawatan (treatment)
dan perbaikan (rel  “htafion) kenada nel- 2 an sebagai pengganti
dari penghukuman. Argumen ahira (if 1in1 dilandaskan pada alasan

bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan
tindakar. perawatan (treatment) aan perbaikan (rehabi.itdticaﬂ.).
4. Teori Social Defence (Teori Perlindungain Masyarakat)®?
Teori ini berkambang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri.

Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh Union Internationale de

Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigun (IKU) atau

60 1grak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 266
61 Marlina, Hukum Penitensier (Bandung: Refika Aditama, 2011), 59.
62 ibid, 70.
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Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang
didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Geradus Antonius van Hamel,
dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran
dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis
terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah
salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun
sanksi pidana bukanlah satu-satun* ~lat untuk melawan kejahatan, pidana
harus dipadukan fnn~on Ke a1 oonial hecuenyg dengan tindakan-

tindakan preventif

Secara tradi a1, teo'i *entanc “emida dibagi dalam dua
kelompok t , 1 tec ab: lu da teori ~lc lamun dalam
perkembangann, ncul 20 t ay. gm a.«an gabungan dari
kedua teori diatas, ng nal dengan teori I . Jadi pada umumnya
teori pemidanaan i P 0" ori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori pembalasa  vergeldings Theorien)®?

Venurut weori ird pidana‘dijatthkan semeta-inaa «aréna orang telah
melakukan kejahatan ata tindak pidang. Teori ini diperkenalkan oleh Kent
dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak
bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan

63 Muhammad Fauzar Rivaldy and Mety Rahmawati, “Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan

Sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru Dalam Upaya Mengatasi over Capacity/Kelebihan Kapasitas

Di Dalam Lembaga Permasyarakatan,” Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1 (July 19, 2018): 611, 8.
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tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah
pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:%*
Teori absolut memandang bahwa pemidanaan  merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah melakul  sesuatu kejahatan yang merupakan
akibat mutlak yang hore ~da 4al cunt namhalacon kepada orang yang
melakukan kejah gga sanksi horteiuc untuk  memuaskan

tuntutan keadilan.

Dari t d 3s,n npak je s b wa| ‘an “upakan suatu
tuntutan etika, . sesec an y 1 mele ukan  af.atan akan dihukum
dan hukuman itt 1. kan suatu kek @ ang sifatnya untuk
membentuk sifat d Je Jd’ 2njadi lebih baik.

Menurut VVos, bahwa:®®

:
“Teori pembalasan absclut initerbagi ‘atas pemipelasan suojektif dan
pembalasan olyektif. Fembalasan subjektif acalah pembalaszn terhadap
kesalahain pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan
terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”.

Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori

64 1grak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 267

% ibid.
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ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan
pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat
pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan
sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:
“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan masyarakat. Sanksi © ~kankan pada tujuannya, yakni untuk

mencegah agar orang tidak me’ kejahatan, maka bukan bertujuan
untuk pemuasan ab~~'* ~fag” ar”

Teori ini 1 r A Wjuan pemide N sebagai sarana
pencegahan, baik .egahan khusus (< eciale ntie) yang ditujukan
kepada peld" v un p icegthar un m (¢ e -eventie) yang
ditujukan ke m. "kat. T ori ¢ it ini asa  d tga tujuan utama

pemidanaan yaitu ~re € deterrence, dar  fc  tif. Tujuan preventif
(prevention) untul 42" Jf’ nenempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari masyara. ajuan menakuti (deterrence) untuk
menimkulkanh rase talut meleizukan, kejahatan, baik baji individu pelaku
agar tidak merigulangi perbuataaya, maupun bzgi publik sebagai langkah
panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat
jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-
hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di

masyarakat.®

86 1grak Sulhin, Diskontinuitas Penologi Punitif (Jakarta: Kencana, 2016), 269.
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2. Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien)®’

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip prinsip
relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu
kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter
tujuannya terletak pada ide bahwe  *uan kritik moral tersebut ialah suatu
reformasi atau peri*hohan ner’ grnidana di bamudign hari %8

Teori ini dip  r . oleh Prins, \~» “a; el, Van List dengan

pandangan sebaga ikut:%°

1. Tuju r.. ingr lana dé th 1 2mbe fta hatan sebagai
suatu gey. asyar: atf

2. llmu hukt m 'a dan perund - ngan pidana harus
memperhat r gl iologis.

3. Pidana ialah suatu dari yaiy paling efektif yang dapat digunakan
emerineh untuk memiberaritas kejahaian. Fidena bukanlah satu-
satunye sarana, oleh kerena ittt pidana tidak boleh " digunakan
tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi

dengan upaya sosialnya.

67 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP (Jakarta:
Elsam, 2005), 11.
68 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses
Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988), 47.
69 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, 59.
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Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar
pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang
terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, Yyaitu
dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan
kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik
tertentu yang dianggap dapat merus  kehidupan sosial dan masyarakat, dan
dipandang bahwe n~nichat ot torechuet cudgh tidak  bisa  lagi
diperbaiki, maka ¢ [ ~aan atau pemh~'~"2n ri suatu pemidanaan

tidak dapat dihind:
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BAB 111
TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PUTUSAN NOMOR
221/P1D.SUS/2021/PN.SDA

A. Kasus Posisi
Kasus di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Terdakwa ASM salah

seorang karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk cabang sidoarjo pada

rentang bulan November 2017 s> dengan tahun 2021 bertempatan di
Jalan Ahmad Y _C7 | aten Sidoarjo atau
setidaknya di ten I yang masih te ' alam daerah hukum
Pengadilan Negrri  npasar 'a 7 ber ang mc "“sa dan mengadili,
Anggota de ‘0, aris, Irels it pe. wail membuat atau
menyebabkan ade ance = ) s Jdala pem lan atau dalam proses
laporan, maupun  'ai.. uukumen atau 2 1 jatan usaha, laporan
transaksi atau reke: iy suuu wwiin ud” de.yw wengaja menghilangkan

atau tidak memasukan yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
dalam p2moukuan atau faporan, ariseksl vekeriing svau yank; s :bagaimana
diatur dan dian-am pidana dalarn nasal 49 ayat (1) Hurut b Undang-Undang
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.*
Bahwa Terdakwa bertugas di bagian marketing kredit / BRO
(business relationship officer) Bahwa selanjutnya saudara selaku Marketing

Bank Danamon Cabang Sidoarjo bersama Saksi Reny Kumalasari Alias R

! Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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dan Saksi G marketing Bank Danamon Cabang Klampis ke lokasi Saksi Y
dengan tujuan melakukan survey dan menanyakan mutasi rekening Koran
per bulan dan untuk menyiapkan data pengajuan berupa dokumen Foto
Copy KK,KTP,Suami istri, SIUP, NPWP pribadi. Dan selanjutnya Saksi
Reny Kumalasari Alias R mengatakan kepada Saksi Y untuk memberikan
komisi/imbalan fee apabila uang pencairan kredit cair kepada kami kurang

lebih sebesar Rp.300.000.000,- (Ti- ratus juta rupiah).2

Sekira awal b '~ Moye 2017 Tordalara AL P| Selanjutnya Saksi
G menerima doku = aen calon SAMOMN v RBUN mendapatkan
referensi dari Sa G dar “aksi F 1y Ku ari alias R untuk
diperkenalk~ n. calor Nasa ih akr Saks T, istrinya Saksi
Y , dimana se. nya - ks I 2nav rkan  upa aset tanah dan
bangunan Gudang n. " (Almarhum)ya: e  1si di Desa Wonosari
Kecamatan Ngor« 40" Y4 lebih dahulu sudah

diagunkan pada Bank Sampoerna ouiawaya yang telah dalam kondisi macet
kreditnya, selarijuinya:Siksi DHKKY  TEGUH ANGCCRR dan istrinya
Saksi Y hersarha dengan Saksi feny Kumalasari Alias,R sepakat bertemu
di lokasi Aset tanah dan bangunan tersebut dengan menawarkan dengan
harga Rp.4.5 Milyar dan Saksi Y mengatakan tidak punya Uang, namun
Saksi Reny Kumalasari alias R asset bisa diagunkan pada Bank Danamon
senilai Rp.6 Miliar “Proses akan saya bantu semua” kemudian Saksi Y

menyetujui jika pengajuan kredit bisa dibantu melalui proses pencairan

2 pytusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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Bank Danamon, yang selanjutnya Uang DP sebesar Rp 1,2 Milyar dibayar
oleh sdr. YP selaku orang yang mendanai pembayaran tersebut, atas
permintaan HS (Almarhum) untuk membantu melepaskan Agunan pada
Bank Sampoerna Cab. Surabaya dalam kondisi kredit macet, namun Saksi
Y hanya menandatangani kwitansi pembayaran Uang Muka senilai Rp.1.2
Miliar.?

Selanjutnya Terdakwa sela! Marketing Bank Danamon Cabang

Sidoarjo sekitar k''~n Move 2017 malalalean proses permohonan
pengajuan kredit it aksi DTA sue™' ~ar. saksi Y yang akan
mengajukan Fasili ~ <iedit k@ °T Ban' Danam. onesia Thk Cabang
Sidoarjo Sur 3 sarF 550 .C ).OC -(Li N 'ima ratus juta
rupiah) untuk n. “erja alz 1 e jgur an pe l.an gudang sebagai
tempat usaha den( °n n berupa Sertif® | Milik 269/Wonosari
seluas 1.310 M2 at .07 ! jgungan berdasarkan

Sertifikat N0.1061/2018 peringka. peiwama dengan nilai 6.760.000.000.
Yang kesaluruhan tersebut ‘diaias ditwanigkan: efdaliwa dalam
permohenan krecit (Besic Information Report/: BIR) Nomor BIR.SMEC
0316005017 pengajuan kredit pembelian gudang untuk tempat usaha senilai
Rp. 5.500.000.000 dan BIR tersebut diusulkan terdakwa ke Analis Kredit
untuk mendapat persetujuan kreditnya dan telah disetujui oleh saksi BM
Bank Danamon Indonesia Cabang Sidoarjo Surabaya, Dimana Debitur

DTA maupun istrinya saksi Y tidak pernah mengisi dan menandatangani

3 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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Formulir Permohonan Kredit serta Laporan Keuangan Proforma Atas nama
DTA tanggal 7 Nopember 2021 sebagai syarat pengajuan kredit untuk
tujuan mengetahui kemampuan bayar dari calon debitur.

Menurut keterangan saksi GTK setelah meneliti dokumen laporan
keuangan proforma atas nama debitur tanggal 7 November 2017, saksi
membaca ada beberapa pos-pos keuangan proforma yang tidak logika
menurut pemikiran kacamata saks?

Bahwa Sete!~h ~nlnf £ Nhann dan manaliti Basjc Information
Report (BIR) No.S C J05017, Sales ©*fi~21 - 5M, Customer Name:
DTA, yang ditanc gani mreting / "M tang 6 November 2017.

Branch 316 . ode R 3 'a sak ban Ak ngan laporan

keuangan profo. tas n na ¢ it D\ tal | 7 November 2017
dapat saksi jelaska he sebagai berikut:®
Terjadi perbedaan intormasi dr R1R .tkan bahwa piutang usaha calon

debitur pembayaran dari customer mundur selama 2 bulan dengan omset
penjualan per bulen RE.5 M, sehiarus rya‘total piutarg Jsaf1a Lerdasarkan
data yany tercatat di Bik sebesar Rp. &M akan tapi berdasarkan laporan
keuangan Proforma tanggal 7 November 2017 disebutkan Piutang usaha

sebesar Rp 8.4M (ada perbedaaan nilai Rp.2.4M lebih besar) dan omset

penjualan dilaporkan sebesar Rp.4.2M di Laporan Proforma, yang mana

4 putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.

® Ibid.
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sewajarnya marketing ASM harus mengacu kepada mutasi perputaran usaha
selama 3 bulan terakhir yang disebutnya rata2 pi bulan sebesar Rp.3,022 M.
b. DI BIR disebutkan omset penjualan sebesar Rp.3M dan di rekening rata2
perputaran per bulan Rp.3M jg selama 3 bulan terakhir sesuai dengan
rekening yang disajikan oleh Marketing dalam hal ini Sdr ASM, namun di
Lap Keuangan Proforma rata-rata omset penjualan per bulan disebutkan

sebesar Rp4,2 M per posisi 31 C aber 2017, ada perbedaan informasi

sebesar Rp.1.2M, montert ko . nnlent canatitnva yang dijadikan acuan
ASM adalah analic 1 .njualan calon d~hi*r | us nya sesuai dengan
kondisi perputaran  na yanc a'adi re! 1ing se. nes Rp.3M.

Bahw? I saksi forn si ang lisajil o ‘arketing Bank
Danamon Cab < ', da m 3 r Terc kwa A di dalam dokumen
tersebut tidak ber r . 1 adanya point- 1t iisa keuangan yang
berbeda dibanding ne an rekening perputaran

usaha calon debitur yang disajikau.

Bihvsa pencataten bermchonan kradit (Basic lriformiesi Report BIR)
Nomor RIR SMEC 0313005017 nengajuan kred't pembelian gudang untuk
tempat usaha senilai Rp.5.500.000.000 (Lima Milyar lima ratus juta rupiah)
tanggal 7 Nopember 2017 oleh Terdakwa ASM telah disimpulkan sendiri
dengan tidak didukung dokumen sebenarnya.®

Bahwa Permohonan pengajuan kredit oleh debitur DTA telah

disetujui oleh Bank Danamon berdasarkan Surat Persetujuan pemberian

6 1bid, 13.
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kredit Nomor.18/OL/A/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan telah cair pada
tanggal 1 Februari 2018 sebesar kurang lebih Rp 5.400.000.000,- (Lima
Milyar empat ratus juta rupiah) yang di cairkan pada rekening HS, dimana
nilai sebesar Rp.4.500.000.000, (Empat Milyar lima ratus juta rupiah)
dibayar kepada HS untuk pembelian jaminan rumah dan tanah SHM No0.269
Wonosari seluas 1.310 M2, namun selanjutnya saksi Y mendapatkan sisa
uang pencairan Kredit dan rekenin 'S yang selanjutnya ditranfer kembali
ke rekening Y istr? Dohityr §ohnnar larana 1nhih Rp.900.000.000,-
(Sembilanratusju p

Akibat perbt 1 terdak vi terseb’ Bank 20n Indonesia dapat
mengalami ! le. aspe yalur 11 adit zbese hih Rp. 5.400.

000.000 kepada . 'adeb r

B. Fakta Hukum

Bahwa fakta-fakta hukum sebanar he

Terdakwa bekerja di Bank Danamon sejak tahun 2012 sebagai
marketiing funding dan pada tanuri Z013'secagai raarikediny k'.aedi;. kemudian
jumlah kredit yarig diajukan oleh Nasabah Rp €6.000.000.000,- (enam miliar
rupiah). pada saat pengajuan kredit dengan tujuan untuk pembelian gudang
di Mojokerto;

Terdakwa pernah menerima uang yang ditransfer dari saksi Y melalui

rekening istri Terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam

juta rupiah). Terhadap uang sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh

7 putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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enam juta ) dari saksi Nasabah tersebut, Terdakwa langsung dihubungi saksi
G agar ditransfer sejumlah uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu
juta rupiah) kemudian saksi transfer ke rekening G di BCA. Kemudian uang
sisa dari Rp 126.000.000,- (seratus dua enam juta rupiah) tersebut setelah
Terdakwa transfer ke rekening G, uangnya sisa Rp 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya selain pernah r 2rima uang dari saksi Istri Nasabah
sebesar Rp 126.0"" "1 (se din nutebh anam gty rupiah) tersebut

Terdakwa juga per  d _rer uang dari c2'=* vV . esar Rp 15.000.000,-

(lima belas juta rt ). Bahv a 1lasan  ksi Y | *im Terdakwa uang
sebesar Rp ). J00,- ma 2 s j a ru ~ch 'k membayar
pembelian proac ‘kanar va j e lakv jual | adiah ulang tahun
anak Terdakwa. Bi »w. Yakwa tidak perr ni ita uang kepada saksi
Y untuk hadiah ulg Ja’ <t tu itu Y yang melihat

status whatsapp Terdakwa dan keiiiuuian mentransfer uang ke rekening istri
Terdakv/a;? .‘

Terdakwa  membenarkan:  ketike  ditunjukan . dokurren  Basic
Information Report (BIR) No.SMEC0316005017, sales officer ASM,
Customer name: DTA, tandatangan tanggal 26 November 2017 adalah
benar itu tanda tangan Terdakwa kemudian benar setiap marketing

mempunyai kode dalam sistem BIR kemudian benar di SOP Bank Danamon

8 putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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tertulis tentang menerima hadiah dari Nasabah, tetapi tidak pernah ada

sosialisasi dari atasan.

C. ldentitas Terdakwa
Kasus tindak pidana tindak pidana perbankan di pengadilan negeri
sidoarjo dengan terdakwa bernama ASM yang merupakan mantan

karyawan Bank Danamon Indonesia, terdakwa lahir di Surabaya pada

tanggal 27 april 1986 dan saat ' ‘akwa berusia 35 tahun. Terdakwa
bertempat tinggal K K 2 Rt. 007, Rw. 007,
Kelurahan Kebon it anah Abang, Jaka e,

D. Dakwaan Ja! F ntut’' muio

Penuntu. m openc di 1 e 2ri¢ loarjc e . perkara Tindak

Pidana perbankan ac Terdakwa ASM r i¢c  an dakwaan sebagai
berikut: DAKWA, a/ 4 uf a Undang-undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang | an dan DAKWAAN SUBSIDAIR
Pasal 49 ayat (2) hurut a Undang-undang Nomor 10 hlﬂu:. 098 tentang

PerBankan serta DAKWAAN LEBIH SI'BSIDAIR adelah Pasa' 49 ayat (2)

huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan.°

9 putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
10 putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, maka di dalam
tuntutannya Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tuntutan yang
disangkakan kepada Terdakwa ASM adalah :!!
Menyatakan Terdakwa ASM telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana :

“yang dengan sengaja membuat at>  ~enyebabkan adanya pencatatan palsu

dalam pembukuan atau dalam pr aran, maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan us~t~ '~sor (g0l atan walraniag gyaty Bank™
Sebagaimani 4 Je’ 1sal 49 ayat (1) huruf

a UU RI No. 7 Te 1 J2 tentang Perbankc jyaimana telah diubah

dengan UU RI" > Tahur .9¢
1. Menyatakan . ‘“w telat erl | ¢ cara ihda 'y .kan melakukan

tindak pidana :

“vang dengan s : o ‘ar e’ mengizinkan atau
menyetujui untuk H 4 ar 51, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang &t =" - 1tuk keuntungan pribadinya atau

untuk keuntungan keluarganya, aaiaiii rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi,
atau fesilites wredit “deri ‘bank, atau dalan, ranyke ‘pemlelian atau
pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesei, surat promes, cek, dan
kertas cdagang etau bucti kewajiban) tainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditnya pada bank”. Sebagaimana yang diatur
dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a UU RI No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun
1998,

2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana :

“tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan

11 pytusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama
8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah)".
F. Pertimbangan Hukum Hakim
1. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
2. Menimbangan bahwa terha< ~ barang bukti yang diajukan penuntut
umum diper'ob £2ktz A.sabagai barila .12
a. Ter v «erja di Bank ™onai. 1 sejak tahun 2012
seb inarke* n* fund’ * dan | ahun 2013 sebagai
U g k dit. o odia juml ki sang diajukan
G. sabal *n . )C )00. )0,- (1 .niliar rupiah). pada
saal Do ‘an kredit den~ t  n untuk pembelian
guc ;
b. Terdakwa pernah iiiciiciima uang yang ditransfer dari saksi
Yorelaluiirekeriing istri Terdakwa selesar Ep 126.000.000
(seratus ua puluii enam juta rupizh). Terhadap uang sebesar
Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta ) dari saksi
Nasabah tersebut, Terdakwa langsung dihubungi saksi G
agar ditransfer sejumlah uang sebesar Rp 51.000.000,- (lima

puluh satu juta rupiah) kemudian saksi transfer ke rekening

G di BCA. Kemudian uang sisa dari Rp 126.000.000,-

12 pytusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
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(seratus dua enam juta rupiah) tersebut setelah Terdakwa
transfer ke rekening G, uangnya sisa Rp 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk
keperluan sehari-hari.

c. Selanjutnya selain pernah menerima uang dari saksi Istri
Nasabah sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam

juta rupiah) tersebt” “=rdakwa juga pernah ditransfer uang

dari nnlni Vogp! R}n 15 N00 NANN. limg helas juta rupiah).
Bar il saksi Y mengiri~ Ta; <wa uang sebesar Rp
15.0 )00, ("ira belr juta 1. ) untuk membayar

n. anp duk: ak nan ang1 Aa 'al dan hadiah
U. ahun bk T 0 <wa 3ahw  ruakwa tidak pernah

mel n. 7 kepadasaksiY  ul  liah ulang tahun anak
Ter ik \% lihat status whatsapp
Terdakwa dan keruuiait mentransfer uang ke rekening istri
rardakwa t® 4

d. Terdakwa membenarkar «etika 'itunjuran dokumen Basic
Information Report (BIR) No.SMEC0316005017, sales
officer ASM, Customer name: DTA, tandatangan tanggal 26
November 2017 adalah benar itu tanda tangan Terdakwa
kemudian benar setiap marketing mempunyai kode dalam

sistem BIR kemudian benar di SOP Bank Danamon tertulis
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tentang menerima hadiah dari Nasabah, tetapi tidak pernah
ada sosialisasi dari atasan.

3. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya;

4. Menimbang, bahwa Terdal:  telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dak:»22n ~uibe’ 48 mnlen Mainlic Lgkim terlebih dahulu

mempertim 3 aakwaan Prim»iv ~obc limana diatur dalam

Pasal mela  r Pasal 4" ayat (" hurut . 'ang-undang Nomor
10 t' L entar Peri i an.

5. Menimb. bahv + < a utn \ i, Hakim  akan
mempertin ar._ Dakwaan Subs™ - J Pasal 49 ayat (2)
huruf a Un 0" A tentang PerBankan.

6. Menimbang bahwa oleh kaiciia Semua unsur dari pasal 49 ayat (2)
wruf a ¢!ndang-undang.Nomor 20 tahun 1993 tenting PerBankan
elah terpenuhi, imaka Terdakwe haruslah dinyatakan teiah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan subsidair.**

7. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
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pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
terdakwa tetap mempertanggung jawabkannya.

8. Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana;

9. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf
a Undang-undang Nomor ? *ahun 1998 tentang PerBankan diatur
mengenai 'mtong ¢ dpon hulaiman nakok yaitu hukuman
penjara da 1k « denda, make '“~naac liri Terdakwa selain
dijatuhi pic penjar- | 'ga pat  untuk ‘hkan pidana denda
yane ri. akan tetap ar Jlala ama 'L .

10. bahwa o. vena ( kv ¢ s )sidi tela  bukti maka dakwaan

lebih subsii ~u ~terusnya tidak r

(  ‘timbangkan lagi.

11. Menimban e N <wa telah melakukan
tindak pidana sebagaimaiia wakwaan Subsidair, maka Majelis
Hakiin nidak sependapavdengan fenaserat iduiuin Terdikwa, tetapi
wlah  cu<up ‘memperimbangkan pledoi  Renasihat  Hukum
Terdakwa.

12. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan.®®
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13. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
14. Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim sependapat
dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;
15. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberiatkan dan yang me qankan Terdakwa;
Keadaan ‘~n~ merr A" Dorkeoton terdakwa membuat

berkurangr <€ «yaan masyara'~t 2. 1 bank secara umum

dan perbue terdakya secara ngsung Khusus merugikan
Bank a. Indc esia.

Keadaar meri 1a Terc kwa Ir pernah dihukum.
Terdakwa | 2 ai keluarga yane si emerlukan kehadiran
Terdakwa.

16. Menimbang, bahwa oleh naiciia Terdakwa dijatuhi pidana maka
iarusalidibebeni pula eniuk'membayar bizva perkara.l!
G. Amar Futusan
Memperhatikan ketentuan Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 156 KUHAP
yang berhubungan dengan perkara ini, maka amar putusan Hakim

Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda:’
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Menyatakan Terdakwa ASM dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja
membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dalam
dakwaan Primair

Membebaskan Terdakwa dari dakv' n Primer tersebut diatas.

Menyatakan Terd~'+#~ ASH Qan fdantitac tavmahyt diatas, terbukti
secara sah dan m  «i melakukan ti»7~'- . na “dengan sengaja
menerima uang .t < keperi gan p' adinya untuk keuntungan
keluarganya . Jkar ndap tk 1ba oran i 1 memperoleh
fasilitas dari Bai. hagai an ¢ ¢ ian: bsid:

Menjatuhkan pide 2 'a Terdakwa ol < 1 itu dengan pidana
penjara selama 3 ( nla 287 .000.000.000,- (lima

milyar rupiah) dengan ketentua. apanila tidak dibayar diganti dengan
kurungen selame £ (linva) bu'a‘: !

Menetapkan <elama Terdakwa ditahgkap can di@ahan  dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan Barang bukti sah menurut hukum.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
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BAB IV
ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 221/PID.SUS/2021/PN.SDA

A. Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor

221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

Tindak pidana perbankan tidak hanya dapat dijerat dengan pengaturan

yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 ter nkan saja tetapi juga dapat dijerat

dengan peraturan Y7 i , 1dang No. 15 Tahun

2002 Jo.Undang-l  ar ; No. 25 Tahun 20 ntang Tindak Pidana

Pencucian Ua a Mone La.ade ag dan lein 1ainya. Maka itu

akan lebih dai. andlisu sr o2 je aiar lisis|  nm wngan hakim.

Berdasarkan . ' tersebut berikut Pe: 1l encoba menganalisis

Putusan Pn. Sidoa 02 o uai dengan pendapat

Penulis berdasarkan fakta-faki. adangan, saksi-saksi, dan barang

bukti.
Berikut ini akan Penulis analisis dari unsur-unsur dakwaan ke-1:
Unsur-unsur DAKWAAN 1 :

1. Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank;

Bahwa Terdakwa ASM, SH diangkat sebagai Pegawai tetap Bank

Danamon terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dengan SK pengangkatan

pegawai Nomor B.097 18-09-12- HR Service tertanggal 1 Oktober 2012

dan mengundurkan diri sebagai pegawai di Bank Danamon sejak tanggal 1
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Januari 2018 dan Job Description terakhir sebagai Business Relationship
Officer (BRO).
Yang dengan sengaja;

Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia
perbuat atau dilakukan. Menurut Memorie van Toelichting menyebutkan
yang pada pokoknya “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya

pada barang siapa melakukan perb' 2n yang dilarang, dengan dikehendaki

dan diketahui”. D~'~= ser A mi Adicolados bahwa kesengajaan
diartikan sebagai ¢ 1 .aki dan mengo*~+""  inya seseorang yang
melakukan tindake ~ 'ngan sF 1 3ja, har ~ meng. "I serta menginsyafi
tindakan ter t /atau akibc 1y Je 1 dap ‘'an takan, bahwa
dengan sengaja « ‘men er ¢« nm igeta i dYyang dilakukan;

Membuat atau me /. n adanya pence’ 1 u dalam pembukuan
atau dalam proses da’ ok itau laporan kegiatan

usaha, laporan transaksi atau rekei iy suatu Bank;

Bihvsa yano dirmalisud imenvetujui untui rierierimalsuztu imbalan
adalah d2angan sengaja melakukan segala upave untuk, mendapatkan atau
mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang
dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan
perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau
produk dari bank.

Bahwa dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi ada pada diri

Terdakwa.
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Unsur-unsur DAKWAAN 2:
. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;

Bahwa Terdakwa ASM, SH diangkat sebagai Pegawai tetap Bank
Danamon terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 dengan SK pengangkatan
pegawai Nomor B.097 18-09-12- HR Service tertanggal 1 Oktober 2012
dan mengundurkan diri sebagai pegawai di Bank Danamon sejak tanggal 1
Januari 2018 dan Job Descriptior ~akhir sebagai Business Relationship
Officer (BRO).

Dengan Sengaja;

Bahwa seng  Doerarti n nghenr’ “i dan ‘atahui apa yang ia
perbuat ata’ kKo 2 Me urut 1e oric van © lic menyebutkan
yang pada poko. “nidai ™ ¢ 1 1mn 1hen  1ya dijatuhkan hanya

pada barang siapa 2i. 1 perbuatan yan©  al dengan dikehendaki
dan diketahui”. 1 P § sel bahwa kesengajaan
diartikan sebagai “menghendaki uau wmengetahui” artinya seseorang yang
melakul:an tincaken dencanisengaja, haius menghznaak: sefta rmenginsyafi
tindakan. terseou: dan/atau akinatnya. Jadi dapatlah’ dikatakan, bahwa
dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Meminta atau menerima, mengijinkan, atau menyetujui untuk menerima
suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang
berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya
dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari

Bank;
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Bahwa unsur ini bersifat alternative, maka cukup salah satu alternatif
saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Fakta di persidangan dari keterangan saksi dan
barang bukti bahwa saksi Y telah memberikan uang ke saksi R sebesar Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke sdr G sebesar Rp 80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 126.000.000,00
(seratus dua puluh enam juta rupiak  'an uang pemberian kepada Terdakwa
ditransfer melalui- »~'~~ning i pronlasm vmna borngma Rima Melati
sebagaimana buk Ir .+ Rekening “~r>n jank BCA Nomor
8290081115 atas r RIMA V=LAT! ‘ulan Fc 1 2018 ( Bukti Surat
No47);

Bahwa ate sfer v a0 2 e it Te Jakw g mengakui bahkan
Terdakwa juga tel 1 . hagikan uang R 6 .000,00 (seratus dua

puluh enam juta r ai’ atr ke rekening saksi G

sejumlah Rp 51.000.000,- (lima pwuh satu juta rupiah) sebagaimana
rekening G o1 BTA. !

Behwa Lerdasarkan keterangan saksi Y o, dan,dikuatkan dengan
keterangan Terdakwa telah terbukti Terdakwa telah menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, karena seandainya Terdakwa tidak mau menerima
uang tersebut masih ada waktu bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang
tersebut kepada saksi Y , tetapi sampai perkara ini digelar di depan

persidangan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan

bahkan telah menghabiskan untuk kepentingan Terdakwa;
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Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti ada
unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menerima uang tersebut;

Bahwa pemberian uang dari saksi Y ke Terdakwa tersebut patut
menjadi pentunjuk berkaitan dengan fasilitas kredit Danamon yang diajukan
oleh suami saksi Y yang bernama DTA , karena sebagaimana fakta di
persidangan bahwa antara saksi Y dengan Terdakwa tidak ada saling
mengenal, adalah tidak muns 2 pemberian yang sebesar Rp
126.000.000,00 (sorots duv dh onom  Bta mniah) tersebut tanpa

dikaitkan denganf @ Jit Bank Danam~ 2-ai. liperoleh suami saksi

Y;

Bahw~ d. ame gatat n dak jerna ™me uang kepada
saksi Y, menuru. MisH «n 2 n ataa Terd 1 .ersebut tidak dapat
menghapus fakta | hv “dakwa telah m¢  n  au menyetujui untuk
menerima suatu ir Jo Sl! rsifat alternatif yaitu

dengan sengaja meminta atau meiicinia, antara kata — kata meminta dan
meneriria ada “atau”, sehinggatidak'neriu harus divuktil an hda permintaan
ataukah fidak varng penting telar terjaci penerirnaan nmiaka unsur ini telah
terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka setidaknya ada lebih
dari dua alat bukti yang menguatkan terjadinya tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa ,
Surat -surat dan petunjuk, dengan demikian unsur ke dua ini juga telah

terpenuhi ada pada diri Terdakwa;
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Bahwa karena semua unsur dari pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-
undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan telah terpenuhi, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
subsidair;

Karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka

Terdakwa telah terbukti dan r -akinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didal~»~'~n da’ dkrrinan lendua alhggi] kami tidak perlu
lagi menguraikant - . di dalam dak*'2~n ke 1.

Berdasarkan a-fakta /e 1g telat Penulis ati di dalam putusan
Nomor: 227 S.  021/F .Sda ni lape Pent a beberapa hal
yang menurut F. »kure 1< 5 U eng 1 atul /eag ada, baik itu di
dalam dakwaan P . 'mum, putusan ©° r aupun jika dikaitkan
dengan undang-ur er al t diantaranya adalah

sebagai berikut :

. Bahwa unsu: TAnggota Dewan Komisaris, Direksi atéu Fegiwai Bank”
yang merupaken salah saw unsui pentirig dari delik Pasal 49 ayat (1) huruf
a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan, yang didakwakan pada dakwaan pertama sama
sekali tidak disebutkan, atau tidak diuraikan dalam surat dakwaan.

Dalam Surat Dakwaan diuraikan sebagai berikut :
e Bahwa Perbuatan Terdakwa ASM adalah merupakan Tindak Pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 10 tahun 1998 tentang PerBankan.-”
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Padahal sebenarnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan berbunyi sebagai berikut :
“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan
sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank™.

Bahwa sebenarnya kekurangan penyebutan unsur dalam dakwaan

sebenarnya merupakan pelanggarar rhadap Pasal 143 ayat (3) jo Pasal 143

ayat (2) huruf b K''-!AP ya N7 hal tareahet mampawa konsekuensi
Dakwaan batal der seharusnya Pert=+:t ¢ um lebih cermat dan
teliti di dalam me  sun sur t dakwar ya, de menyertakan unsur
“dengan ser 1 mau suri r crup anuv Ot tif dari delik
yang dengan < ‘nya <al e outi selurt  Jnsur yang ada di
belakangnya, oleh =b. sangat penting!* < outkan dan diuraikan

dalam surat dakwe
2. Mengenai pertimbangan Hakim wiiang hal-hal yang memberatkan dan
meringenkan. Iviajalis Hekirm raenurut analisa Renlis teriaiy sumir dalam
menyebutkan | hal-hal ! yang ' memberatkan © Di !ndonesia, dalam
yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan,
sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa.*
Bahwa jika akan hal itu maka mengacu pada interpretasi a contrario,

Ancaman pidana minimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama

! Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam
Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing,”
Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (March 21, 2018): 87.
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sekali keadaan yang memberatkan pribadi Terdakwa, namun dalam
persidangan telah dipaparkan mengenai hal yang memberatkan Terdakwa
ASM, yakni Perbuatan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan
masyarakat kepada bank secara umum dan perbuatan terdakwa secara
langsung dan khusus merugikan Bank Danamon Indonesia. Terlebih dalam
putusan ini terdakwa dikenakan pasal pidana lebih ringan dari dakwaan

penuntut umum yang dikenakan ' n~ada terdakwa ASM. alhasil bahwa

diketahui hakim !'stone C Anlom  mamnartimbgngkan dakwaan
pertama.

Bahwa hal t¢  utdiatt' ¢alam " Yang-U. *No. 48 Tahun 2009
tentang K a Kel kime ‘asa 8 au : “Dalam
mempertimbang. aratr 07 1 1 dan hak  vigb memperhatikan
pula sifat yang bai  da t dari terdakwa *

Meski demil K Jar im memutus perkara.

Berkaitan dengan itu, dasar hukui: «iiiang prinsip kebebasan hakim adalah
Pasal 24 ayat «1) TUD 1945 vang “wenen‘ulkan bakwa “Kekuasaan
kehakinian merupakan «ckuasaan yang inerdekz untuk,imenyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi
historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya
dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga
eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung
didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian

adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.
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Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal
32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(yang tidak diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-
undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD
1945 harus dikembangkan dalam emahami maksud kebebasan hakim
dalam Pasal 32 &t /B ! g-!mdlane Mo 14 tahun 1945 tentang

Mahkamah Agun¢ r dk diubah oleh ''da, -undang No0.3 Tahun

2009 tentang Peru  an Ked' a Atas U' Yang-ui. No. 14 tahun 1945
tentang Mabh’ f. ung) ahw %e 2ba: nhak hc 2lam kerangka
prinsip kebebasc. ‘haga 2ri 1 n arer haki  Jisah sub sistem dari
lembaga peradila ai pejabat yar n sanakan kekuasaan
kehakiman, sehing KV Js’ alu berada di dalam

koridor kemerdekaan Kekuasaari i~ciiakiman, sebagaimana ditentukan di
dalam Pasal 3tavat (1) UU"“No, 4€ Tahun 2009 tentang  Kekuasaan
Kehakitnan, yanz mer yatakan ‘bahwe ‘“‘Dalan. menjalankan tugas dan
fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian
peradilan”

Kemudian Jika ditinjau dari UU PP TPPU maka, Perlu diketahui
lebih dahulu bahwa tindak pidana perbankan ini merupakan salah satu
predicate offence dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana

pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana lanjutan (follow up
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crime). Keberadaan tindak pidana pencucian uang ini selalu diawali dengan
keberadaan tindak pidana asal (core crime) seperti korupsi, kejahatan
narkotika dan psikotropika, trafficking, illegal logging, penyuapan,
pencurian dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 2 UU PP TPPU.

Sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, pembuktian
untuk adanya tindak pencucian uang tidak digantungkan pada tindak pidana
asalnya. Untuk pembuktian adanys ~dak pidana ini cukup dengan adanya
perbuatan-perbuate~ ~~hgai ditantulean dalame Daggl 3, Pasal 4 dan
Pasal 5 UU P P  ,ang berupa: m™~ne: atkan, mentransfer,
membayarkan, m ioahkar, meniti© an, mec va ke luar negeri,
menukarkar L uatar ain  31s iarte <ekay 1 diketahui atau
patut diduga bei. ‘ari tir ak ion

Sehingga de ani. ini patut didur e  tan yang dilakukan
terdakwa memenu ar hj n Pasal 3 Pasal 4 dan
Pasal 5 UU PPTPPU.

D mik an‘analise P2nulissherkaitan.cengan UU PF TERPU

Sementala itu terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, hal iri tidak saja
terjadi pada sektor publik namun bisa juga merambah pada sektor swasta
ketika aktivitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik
seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Untuk itu
terlebih dahulu penulis paparkan terkait aturan pasal berikut;

Vide pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”) diatur sebagai
berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau men’ ‘ikan sesuatu kepada pegawai negeri

atar nomrnlens (1p7ora Adamnan ma ksud supaya pegawai
neg t .yelenggara ne~~r~ *ai. Hut berbuat atau tidak
ber| sesua* ) dalam ‘abatar. vang bertentangan

n. kewe panr 3; au

b. n. rises i € a pec wvair i atau penyelenggara
neg A 'a atau berhub a1 :ngan sesuatu yang
berr S Nl lakukan atau tidak

dilakukan dalam jauawaiinya.

2. 3agi pegawai meyeri atau panyelenggera negala yan¢ menerima
pemberian atau 'anji sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) huruf a
atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3 UU 11/1980 kemudian menerangkan sanksi pidana bagi pihak
penerima suap tersebut:
“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau
patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan

supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut
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kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak banyaknya
Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU
11/1980”) yang berbunyi:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan
maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yar » berlawanan dengan kewenangan atau
kewajibannya yang menyangk: antingan umum, dipidana karena
memberi suap denoan pidana Ja selama-lamanva 5 (lima) tahun dan
denda sebanyak-bz a S as juta rupiah).”

Pasal3UU1 )¢  _-mudian menera:. Sa ksi pidana bagi pihak

penerima suap te s

“Barangsiap a¢. @ase atr a u anji. edan 1 .engetahui atau
patut dapat me > Lahwi Jel 2 i ses itual  ar . itu dimaksudkan
supaya ia berbuac tua lc I rbu¢ sesui  lalam tugasnya, yang
berlawanan dengen nangan atau kews )e 1 yang menyangkut
kepentingan umun  'iLiuaiia karena mener’ u angan pidana penjara
selama-lamanya at? ing sbanyak banyaknya

Rp15000000' (luua vclias juia 1upi’

Bahwa jika dikaitkan dengan kasus terdakwa yang tidak ada
keterlibatan oegawai neger! awu panve'enggasa aegara, dehingga unsur
“pegawa’ nege 1’ atau ‘ penyelenggara hegara” calam Fasal 5 UU 20/2001
tidak terpenuhi, sehingga “komisi” yang Terdakwa tersebut minta, bukan
suap dalam cakupan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980 tidak
mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap.

Namun, pemberian suap dalam pasal-pasal tersebut harus

dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau

88



tidak Dberbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Sehingga, unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi agar pemberian

“komisi” atau imbalan atau fee menurut kasus posisi tersebut kepada

karyawan tersebut dapat dikategorikan sebagai suap dalam UU 11/1980,

yaitu:

1.

3.

Tujuannya adalah membuj* ~rang yang diberi agar berbuat sesuatu
atau tidak porhiot seer dlnm frmnonn:

Perbuatan 3¢ bertentangan  “~nqgc  kewenangan atau
kewajibanr

Perb: L butn nyar ki kep 1itingi n

Demikian . 'sber it r anti Jdakp & Korupsi yang dapat

Penulis berikan.

B. Analisis Penologi dan Hukum Pid- aam Terhadap Putusan Hakim

Nomor 221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

1.

:

Analisic  “ Penolegi @ erhedap®  Puiusan' @ Hokirh - Nomor
?221/Pic.Sus/2021/Pn.Sda
Tindakan terdakwa dalamn Putusan

No.21/Pid.Sus/2021/Pn.Sda merupakan kejahatan yang
menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank
secara umum dan perbuatan terdakwa secara langsung dan khusus
merugikan Bank Danamon Indonesia serta dapat menimbulkan

krisis ekonomi negara.
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Lalu upaya yang sekiranya dapat menghindarkan atau
meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana dalam perbankan
yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan oleh
nasabah perbankan agar kredit yang diajukan bisa disetujui dan cair
dan juga Bank diatur oleh Bl dan OJK dan wajib mempunyai buku
pedoman perkreditan vide pasal 8 ayat (2) UU PerBankan No 10

Tahun 1998 dan diatur d= m POJK No0.42/POJK.03/2017 yang

merupakan noroorat _nroitan leeadit dimang  debitur harus
datang ke E ( «engajukan kredit ~2ce tertulis.

Bahv  )enjatur ar nestar nidana " boleh dikenakan
apab’ e, nyai Jjuar y g1 jynd  a antara tujuan
pidana arka 1) | a iah ainya  ketertiban

masyarakal Q. ancegah terjad® k  atan.

Teor! ep 0" atau teori tujuan. Hal
ini dikarenakan pidana haiiya dikenakan ketika ada tujuan yang
ermanfeat dan bukan«semeata hanya sebagei permbaasan  atau
pengimoa an. Dasar pembenar. dalarm teorr, ini teristak pada
tujuannya, sehingga pidana dikenakan bukan ‘quia pecatum’
(karena orang berbuat kejahatan) tetapi ‘ne peccetur’ (karena
orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan badan legislatif dalam menetapkan salah satu tujuan
pemidanaan adalah Penjeraan. Antitesis dari hal tersebut adalah

sejauh mana dampak kapok dari ancaman yang didapat oleh pelaku
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masih menimbulkan pertanyaan. Hal ini terkait faktor-faktor yang
turut serta mendasari seorang pelaku kejahatan untuk tidak
melakukan tindak pidana kembali.

Terkait dengan tujuannya yang bukan semata-mata untuk
pembalasan atau menyiksa tetapi untuk memperingatkan mereka
dalam hal ini Terdakwa supaya menghindarkan diri dari kesesatan

dan perlakuan buruk.

Bagi '~ Be ( Yonn dimaleend dangan teori ini adalah
bahwa prc i .n objek apa '~  mana ia cenderung
menghasilk  manfaa’ “euntur 3n, kec “an, kebaikan, atau
keba' a emu inid ar kas ‘inic 2Ny al yang sama)
atau (ap. ndat @ uw [ ha yang iy untuk mencegah

terjadinya °ro > kesakitan, kel a au ketidakbahagiaan
pada pihak anr e igkan: jika pihak itu
adalah masyarakat pada uinuinniya, maka kebahagiaan masyarakat;
Jike individu testentu, maka kebahagiaar, individi welsebut.t
Menurut muladi terkait te¢yi ini acdalah:?

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku
tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi
masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan
pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan

kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas
keadilan”

1 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1823, 14.
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Alumni, 1984), 14.
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Lilik Mulyadi menuturkan kalau tujuan dari pidana adalah
keseimbangan antara kepentingan khalayak dan perlindungan
untuknya individu yang menjadi fokus dalam dimensi perlindungan
masyarakat.

Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam
bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu
pelaku kejahatan. Perlindi” an individu ini dilakukan dengan cara
pengayomen 2708’ i, wohohilitaci  menumbuhkan  rasa
penyesalan s 4K pidana yar~ ~i'ak an. Sehingga tujuan
akhirnya ac 1 pencer al an kej7 tan.

Jc  idane Jalar pr oan n jik ik > dengan teori
relatif mi "mide 3a t h lap -dakv  \&M dengan putusan
akhir penj -a ma 3 (tiga) ta* ( denda sebesar Rp.
5.000.000.! (n’ JP tentuan apabila tidak
dibayar diganti dengan kuiunyaii selama 5 (lima) bulan sebagaimana
dalany isi.emaiputusariy, merpilid tujuan jelas yakri-Perlindungan
masyarakat  <ecara . implisit.  terdapat | dalam.  bentuk
penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu
pelaku kejahatan.

Bagi H.A.Djazuli, hukuman diresmikan buat memulihkan
pribadi, melindungi warga serta buat teratur sosial. Menetapkan
suatu hukuman merupakan tujuan utama dari memperbaiki pribadi

individu dan menjaga dinamika masyarakat serta teratur sosial. Bagi
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Allah SWT sendiri tidaklah akan memudharatkan kepadaNya
apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan
memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat
kepadaNya.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menghormati
merupakan hal penting bagi umat manusia, begitupun dalam islam.
cerminan dari prinsip ters© ‘'t termuat dalam sistem pemidanaan
yang meng:*omalan drnnan atan nrihadj serta perlindungan

terhadapm

Akhi  simpul?1 Yalam © mbahac ' adalah terciptanya
kese’ 1, antar kepe tir an mum 0 dungan untuk
individu men] 1i H s itar dala ir.iensi perlindungan
masyarakai ‘a na Pemidanaan ¥ n  agai pembalasan atas
kesalahan | a’ 7 1 yang bermanfaat.

. Analisis Hukum Pidana Is.wi +erhadap Putusan Hakim Nomor

221/Pid.Sus/2021/Pn.Sda.
Kazus aalam 'putusan’, pencadi'an necer ~Sigoirjo nomor

221/Pic.Sus/2021/Pn.Sda, dengan Terdakwa bernama ASM
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar hukum,
yaitu melakukan tindak pidana perbankan. Kasus perbankan dalam
penelitian ini dilakukan oleh karyawan bank terhadap nasabah.
Dalam hukum pidana Islam, kasus ini dapat dihukumi jarimah ta’zir.

Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas

atau membahas secara khusus terkait kasus perbankan seperti halnya
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permasalahan dalam penelitian yang Penulis kaji, yaitu terdakwa
dalam hal ini adalah karyawan bank yang melakukan tindak pidana
menerima uang untuk kepentingan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh fasilitas dari Bank. Terkait hal itu, bukan bahwa
tidak ada ketentuan yang dijadikan landasan untuk melarang tindak

pidana perbankan seperti d*  sus tersebut.

Perbuntan rone wan bl danat qikenai sanksi pidana
jika dalam Ir .n tindak pidan~ “i~+i>,  h) terpenuhi, sebagai
berikut:

1 1© ormé per 1a nti dak o oone 's ada aturan-

a. aun sh v k ieng wcam  kadengan hukuman.
Dal m. ‘perbuatanyanc k1 0leh terdakwa ASM
yait M 4 i ] untuk kepentingan
pribadinya atau un.wun ncuntungan keluarganya dalam rangka
rmendapathan beqi orang-lain galam memperoeh fasilitas
Jdari Ban< Kasus tersebut telah melanggar pasa! 49 ayat (2)
huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.

2. Unsur material, perbuatan terdakwa benar melawan hukum,
hal tersebut akan dibuktikan pada persidangan melalui

keterangan saksi, terdakwa, dan bukti-bukti lain.
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3. Unsur moral, pelaku tindak kejahatan  dapat
mempertanggungjawabkan  perbuatannya  (mukallaf).
Artinya pelaku dari tindak pidana harus menerima hukuman
atas perbuatannya dan harus paham hukum.

Tindak pidana perbankan apabila dikaitkan dengan hukum
pidana islam merupakan perbuatan yang merugikan dari sisi publik
dan dan sisi korban k' na dapat membuat berkurangnya
kepercayagn ™ are’ parin hanle cocava ymum dan perbuatan

terdakwa s a  oung dan khugc''= ~ei. kan Bank Danamon

Indonesia. yuatan ~'e "dakwe ~rklasi dalam white collar
crims L INg-0 Ngy 1C nen unya ‘a “lal tinggi dan
mempur, hatan art 1 . :nis ndak  a.a ini tidak pernah
surut. Dari ahi tahun selalu ad= a  lak pidana ini, meski
pidana yan A o nyurutkan pelakunya

untuk mencoba menggunanaii 1nodus baru. Sementara itu, bisnis di
idarg | perbacken | riarupakans, oisni: di bidarlg jasa yang
mengardelkan | kepercayaan masyarakat (nasabah),. sehingga
jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dana-dana mereka
sangat penting.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan
bahwa pelaku melakukan pelanggaran hukum, sehingga pelaku
mendapat hukuman pidana. Hukum pidana dalam penerapan

hukuman lebih mengutamakan rasa keadilan, selanjutnya terdakwa
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akan ditetapkan hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukan yaitu tindak pidana menerima uang untuk kepentingan
pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas dari Bank.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang
melakukan perusakan lingkungan maka wajib untuk dikenai

hukuman, karena perbuatar laku sudah melanggar hukum syara’,

sehingga p~'~'t har grionnninn i~nnh atas  perbuatannya.
Tujuan ade I nan adalah man~inta,  kemaslahatan umat
dan meme  a keamr i n sest ° denge “um pidana. Dalam
huk a. juan rsebt ac lah -mag ‘A 1’ah khamsabh,
yaitu dei. 'eme ar | /e agal i, har kal, dan memelihara
keturunan..

Perbl Y o Kls bertentangan dengan

undangundang yang berlanu. Dalam hukum pidana islam tindak
yidara | ersebut fermasuk jartiah ta’sir, | karena fjuncur jarimah
gis}a><} dan had tidak: terpenuhi, kaiena terdapat tnsur yang
syubhat.

Jarimah ta’zir yang dimaksud adalah suatu sanksi yang belum
ditentukan dengan jelas dalam buku pedoman al Qur’an dan hadis

yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan

1 Asadulloh Al Farug , Hukum pidana dalam sistem hukum Islam (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),

12.
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hamba dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku.
Dalam kasus yang penulis bahas yaitu sanksi ta’zir yang berkaitan
dengan kemerdekaan seseorang, terdakwa dikenai sanksi penjara 3
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan
kurungan selama 5 (lima) bulan. hukuman tersebut ditinjau dari segi
keharusan untuk memberit  hukuman. Hukuman yang diberikan
kepada terdn'~»n da’ Al nidana iclgm disebut Uqabah

Mukhayyal /e erarti hukuman ~2n" erahkan sepenuhnya

kepada hal  (Ulill 77 ) untr  memi. is dari sekumpulan
huki’ , ) tel « div a an leh ra wudian  hakim
menentu, mlal ve  tt dic suaik  dcongan pelaku dan
tindakanny C arena itu hakim © je  <an hukuman penjara
serta dendz 7’ gl 1kan.

Tujuan dari hukum piuana mengandung kemaslahatan untuk
ehicupan . meausia ¢i | dunias. mavpun . akhirat! - Selanjutnya,
penjatunan hukuman kepada jpelaku iindak pidana sepatutnya
sebanding denganJarimah yang telah dilakukan. Karena hukum
pidana Islam pula mempunyai tujuan agar terdakwa diharapkan

menjadi lebih baik di kemudian hari.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam analisis yuridis Putusan Hakim. No.21/Pid.Sus/2021/Pn.Sda

tentang tindak pidana perbankan, Majelis Hakim terlalu sumir dalam

menyebutkan hal yanr aratkan, meski hakim memiliki
kebebasan o e itkan dengan UU PP
TPPU, patt  di ,a perbuatan yang di. i terdakwa memenubhi
unsur s a 1anatr seb *da m ‘asal 2 r ' dan Pasal 5 UU

PP Tt ke dikai an 1 a pide akor k .sterdakwa tidak

ada keterl. peyawar negeri at” | wyelenggara negara,
sehingga 1 “ ey d 1yelenggara negara”
dalam Pasal 5 UU 20/28°" crpenuhi, sehingga “komisi” yang

Terdakwa tersebut minta, bukan suap dalam cakupan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembera:ntasan Tindak
Pidana Korupsi.

2. Berkaitan kesimpulan analisis penologi dan hokum pidana islam
sebagai berikut

a. Tindak pidana dalam perbankan jika dikaitkan dengan teori

relatif maka pemidanaan terhadap terdakwa ASM dengan

putusan akhir penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan

98



B. Saran

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan
selama 5 (lima) bulan sebagaimana dalam isi amar putusan,
memiliki tujuan jelas yakni Perlindungan masyarakat secara
implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan

dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan.

. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana

perbankan yang d* ‘rukan pelaku dapat mengakibatkan

berlswonanyg cernan manvanalat kanada bank secara
umi e .ouatan terdak*~ ~~ca.  langsung dan khusus
mel @an Beik Dana® n Inu ‘2, Dalam hal ini,

rk. anpe kutt n uki kum rena tidak ada
U keter 1ar 1 sl Un Kk pe an hukuman yang

dibe ke rada terdakwa r s nnya dilakukan oleh

Ul a7 iy an umum.

:

Bahwa' berdasarkar: uraiali dietes inaka saran®yang dapat penulis

berikan sebagai berikut.

1. Hakim

2.

dalam  menjatuhkan  putusan  hendaknya lebih

mempertimbangan fakta dan bukti yang ada secara proporsional.

Guna meminimalisir peluang terjadinya kriminalitas dalam
pengajuan kredit yaitu dengan mensosialisasikan prosedur yang
harus dilakukan oleh nasabah perbankan agar kredit yang diajukan

bisa disetujui dan cair sesuai POJK No0.42/POJK.03/2017 yang
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merupakan persyaratan pengajuan kredit dimana debitur harus

datang ke Bank dan mengajukan kredit secara tertulis.
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